BAB III
ANALISIS PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN

YANG MEMERIKSA SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA

A. Penafsiran Hakim dalam Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka

Penafsiran hukum dalam putusan hakim dapat dicari dalam bagian
pertimbangan putusan tersebut. Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab
sebelumnya bahwa pengujian keabsahan penetapan tersangka tidak dilengkapi
dengan aturan yang jelas khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat
membatalkan suatu penetapan tersangka oleh penyidik. Menghadapi
kekurangjelasan aturan tersebut, para hakim dituntut untuk melakukan penafsiran
hukum yang berpedoman pada KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.
21/PUU-XI11/2014.

Umumnya dalam permohonan pengujian penetapan tersangka selalu diiringi
dengan permohonan pengujian upaya paksa lainnya, oleh karena itu putusan
praperadilan tersebut menjadi sangat padat, terutama guna mempertimbangkan
segala permohonan pemohon. Demi mempermudah analisis mengenai
pertimbangan putusan hakim praperadilan baik yang memutuskan mengabulkan
permohonan atau yang menolak permohonan pemohon maka penulis meringkas
42 (empat puluh dua) putusan, yang karena jumlahnya yang cukup banyak maka

tidak memungkinkan apabila harus mengutip secara langsung setiap putusan.
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1. Ringkasan Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
32/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel DR . H.ILHAM ARIEF
SIRAJUDIN
PN. JAKARTA SELATAN MELAWAN
"""" TANGGAL | KOMISI PEMBERANTASAN
PERMOHONAN : KORUPSI
10 April 2015
TANGGAL PUTUSAN :
12 Mei 2015
""" AMAR PUTUSAN |
PUTUSAN DIKABULKAN
HAKIM
YUNINGTYAS UPIEK
KARTIKAWATI, SH.MH

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukannya
penyidikan sehingga tidak cukup memiliki 2 (dua) alat bukti.

2. Penetapan tersangka yang berlarut-larut telah 11 (sebelas) bulan
dan perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-
XI1/2014 Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutuskan
sah tidaknya penetapan tersangka.

Eksepsi gugatan kabul dikenal dalam Hukum Acara Perdata tidak
dikenal dalam gugatan praperadilan yang menggunakan Hukum
Acara Pidana.

Keseluruhan bukti berita acara keterangan saksi yang diajukan hanya
satu yang asli dan seluruhnya berupa surat dibawah tangan bukan
akta otentik surat yang ada tanda tangan dan stempel KPK.




Bukti pemeriksaan calon tersangka seluruhnya berupa akta dibawah
tangan bukan akta otentik yang ada tanda tangan dan stempel KPK.

Termohon tidak mengajukan bukti yang terkait keterangan ahli.
Seluruh bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan tidak ada
aslinya. Termohon tidak mengajukan bukti petunjuk sesuai pasal 26
A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Termohon mengajukan bukti SprinDik/20A/01/11/2014 tentang surat
perintah penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam
pelaksanaan kerjasama untuk instalasi pengelolaan air antara
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Makasar dan pihak
swasta periode 2006 s/d 2007 dengan Tersangka Ilham Arief
Sirajudin.

Bahwa sprindik tesebut dibuat berdasarkan LKTPK-13/KP/2003/14.
taggal 14 Maret 2014. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi
(LKTPK) tersebut dibuat berdasarkan  LHP/2/22/03/2014
diperuntukan LHP (Laporan Hasil Penyelidikan) yang dilakukan
tindak korupsi periode 2006 sampai 2011.

Pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat hakim:

= Surat perintah penyidikan hanya dapat digunakan untuk satu kali
perbuatan pidana. Apabila SprinDik dikeluarkan dua kali maka
SprinDik baru harus disertai LHP (Laporan Hasil Penyelidikan)
sesuai dengan tempos dari pidana yang diduga terjadi.

= Termohon tidak dapat menunjukkan bukti berita acara
pemeriksaan saksi yang tidak ada tanda projustisianya.

= Termohon tidak dapat mengajukan bukti surat.

* Termohon tidak dapat menunjukan bukti telah dilakukan
pemeriksaan calon tersangka yang ada projustisianya.

= Termohon tidak dapat menunjukan adanya bukti petunjuk
menurut Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi.

=  Termohon tidak dapat menunjukkan adannya bukti pemeriksaan
saksi ahli yang telah didengar pendapat ahli yang ada
projustisianya, dengan demikian termohon menetapkan
tersangka tanggal 2 Mei 2014 belum ditemukan bukti awal 2
(dua) alat bukti.
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2. Ringkasan Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel** PIHAK :
HADI POERNOMO
PN. JAKARTA SELATAN
MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN :
KOMISI
4 Mei 2015 PEMBERANTASAN
KORUPSI
TANGGAL PUTUSAN :
26 Mei 2015
"""" AMARPUTUSAN |

PERMOHONAN DIKABULKAN

HAKIM

HASWANDI,SH.SE.M.Hum

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan sebelum
pemeriksaan calon tersangka dan saksi-saksi oleh karena itu
belum ada 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

2. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka disaat proses
penyelidikan bukan penyidikan.

3. Tidak ada kerugian negara yang dapat disangkakan terhadap
pemohon karena tidak ada penghitungan dari BPK.

4. Penyidik yang menyidik tidak diangkat sesuai UU KPK Pasal 39
ayat (3) bukan berasal dari instansi Kepolisian sehingga segala
proses ikutanya menjadi tidak sah.

% Pada tanggal 28 Juli 2015, Termohon praperadilan telah mengajukan Permohonan Peninjauan
Kembali atas Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel kepada Mahkamah Agung, kemudian
baru pada tanggal 16 Juni 2016 terbit Putusan Peninjauan Kembali dengan No. Putusan 50
PK/Pid.Sus/2016 yang amar putusannya tidak menerima permohonan peninjauan kembali dari
pemohon peninjauan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
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INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat kekuatannya
berlaku bagai undang-undang dan itu tidak menyerobot Pasal 138
KUHAP penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas penyidik
lengkap/belum lengkapnya.

Upaya paksa adalah segala tindakan penyidik dan penuntut umum
yang menggunakan label projustisia (untuk keadilan) termasuk
penetapan tersangka.

Karena kata tersangka muncul pada pasal 46 BAB VI (tentang
penyidikan) Undang-Undang KPK maka dapat disimpulkan
penetapan tersangka pada KPK adalah pada proses penyidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHAP dan SOP KPK No. 01/23/2008 penetapan
tersangka dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan
barang bukti.

Kenyataan penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan
bersamaan dengan perintah penyidikan tanggal 21 April 2014
sementara pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan
dan penyitaan dilakukan sesudah tanggal 21 April 2014 dengan
demikian penetapan pemohon sebagai tersangka bertentangan
dengan Undang-Undang dan SOP KPK.

Rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002
tentang KPK menegaskan penyelidik pada KPK adalah penyelidik
yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK maka tertutup peluang
bagi KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri yang dikenal dengan
penyelidik independen, sebab bila undang-undang bermaksud
memberi kewenangan KPK mengangkat penyelidik sendiri dari
orang yang belum berstatus penyelidik maka rumusan pasalnya akan
berbunyi :

“Penyelidik KPK adalah setiap orang/setiap pegawai KPK yang
mempunyai keahlian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang
diangkat dan diberhentikan oleh KPK”, oleh karena itu
pengangkatan penyelidik independen yang tidak berasal dari POLRI
dan Kejaksaan adalah bertentangan dengan undang-undang dan batal
demi hukum.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 “penyidik
adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh
KPK”, berarti penyidik pada KPK sebelumnya harus berstatus
sebagai penyidik POLRI, penyidik Kejaksaan ataupun penyidik yang
lainnya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No. 30
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Tahun 2002 penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi
pegawai KPK diberhentikan sementara dari Instansi Kepolisian dan
Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK.

Anggota POLRI yang telah pensiun atau berhenti dan bekerja di
KPK tidak melekat status penyelidik dan penyidiknya. Bahwa KPK
tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri yang tidak
berstatus penyelidik dan penyidik pada instansi sebelumnya (POLRI
dan Kejaksaan).

Sehingga penyelidikan dan penyidikan tidak memiliki kekuatan
mengikat demikian pula penetapan pemohon sebagai tersangka
beserta segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh
termohon berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara:

- Tentang sengketa pajak yang dianggap kewenangan khusus
hukum pajak sehingga diharuskan melalui prosedur hukum
khusus dalam penyelesaian sengketa pajak dan bukan
merupakan perbuatan pidana.

3. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Cms

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2015/PN.Cms DEDI WAHYUDI
PN. CIAMIS MELAWAN
| KEJAKSAAN NEGERI
TANGGAL PERMOHONAN : BANIAR
16 Juni 2015
TANGGAL PUTUSAN :
2 Juli 2015
______ AMAR PUTUSAN |
PERMOHONAN DITOLAK
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HAKIM
DEDE HALIM, SH.MH

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Penetapan tersangka tidak cukup dua alat bukti karena
termohon tidak memiliki dokumen terkait Dana Bantuan
Sosial APBD Kota Banjar.

2. Kerugian keuangan negara yang tidak jelas disampaikan oleh
jaksa penyidik berubah-ubah.

3. Terdapat cacat administrasi dalam surat panggilan tersangka.
4. Adanya alamat kop surat yang berbeda-beda.

5. Pencantuman tanggal dan tahun panggilan tersangka yang
salah.

6. Surat ditandatangani oleh (Pelaksana Harian) PLH Kejaksaan
Negeri Banjar bukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjar.

7. Salinan Berita Acara Penyidikan pemohon selaku tersangka
tidak diberikan oleh termohon.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Penyidik berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka
berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana Pasal 184
KUHAP.

Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan untuk kepentingan
penyidikan, dari tahap penyelidikan dan penyidikan termohon
telah mendapatkan bukti indikasi keterlibatan pemohon.

Termohon telah mendapatkan berita acara keterangan dari 18
(delapan belas) saksi dan alat bukti surat, telah melakukan
pemeriksaan terhadap tersangka. Berita acara pemeriksaan saksi
yang dibuat oleh penyidik termasuk kategori alat bukti surat
sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP.

Penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak bertentangan
dengan aturan hukum yang berlaku khususnya Pasal 1 angka 14
KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014.

Kantor Kejaksaan Negeri Banjar di Banjar hanya ada satu sehingga
meskipun Kop Surat alamat Kejaksaan salah tidak akan kesulitan




dan tidak akan salah alamat. Kop surat hanyalah bersifat
administrasi persuratan sehingga tidak menjadikan cacat atau tidak
sahnya surat panggilan saksi.

Mengenai kesalahan tanggal pemanggilan saksi yang seharusnya
tanggal 19 April 2015 ditulis 2014 tidak mengurangi dan
menghilangkan konteks isi surat tersebut sehingga maksudnya
jelas dan tercapai maka proses pemeriksaan tersangka dan berita
acara pemeriksaan tersangka tetap sah.

Penandatanganan panggilan saksi-saksi yang ditandatangani
pelaksana harian (PLH) Kajari Banjar adalah pemberian mandat
oleh Kejari Banjar yang mana telah sesuai dengan prosedur.

Bahwa penyelidik dan ataupun penyidik tidak ada menyebutkan,
menyertakan dan menggunakan alat perekam sebagai dasarnya
sehingga karenanya dalil pemohon tidak relevan dan tidak
berdasar.

4. Ringkasan Putusan No. 55/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
55/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel® DR. H. ILHAM ARIEF
SIRAJUDIN, MM
PN. JAKARTA SELATAN MELAWAN
""""""""""""""" KOMISI
TANGGAL PERMOHONAN : PEMBERANTASAN
KORUPSI

15 Juni 2015

TANGGAL PUTUSAN :
9 Juli 2015

AMAR PUTUSAN: :

% Pada tanggal 11 April 2016, telah terbit Putusan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Dr.
H. Ilham Arief Sirajudin, MM., atas putusan praperadilan yang amar putusannya tidak dapat
menerima permohonan peninjauan kembali pemohon.
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PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Penetapan tersangka kepada pemohon yang kedua kalinya
adalah Nebis In Idem bertentangan dengan kepastian hukum.

2. Belum ada pemeriksaan terhadap pemohon sebagai calon
tersangka sebelum ditetapkan.

3. Tidak ada penyelidikan sebelumnya yang dilakukan oleh
termohon.

4. Penyelidik yang ditugaskan bukan berasal dari Instansi
Kepolisian sebagaimana Undang-Undang KPK Pasal 39 ayat

).

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah
memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam pasal 77
KUHAP termasuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya
penetapan tersangka.

Pemohon baru memasuki putusan praperadilan yang telah diputus
PN. Jakarta Selatan No. 32/Pid.Prap/201/PN. Jakarta Selatan
tanggal 12 Mei 201 sehingga belum menyangkut materi pokok
perkara pidana materiilnya dan belum mendapat kekuatan hukum
tetap sehingga tidak dapat dibatalkan Nebis In Idem.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK penyidik adalah penyidik
pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK sehingga
penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-
XI1/2014 dinyatakan terhadap tindak pidana yang penectapan
tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran (in
absentia) termasuk Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No.
31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak
diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya.

Berdasarkan SprinDik 1401/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 telah
menemukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Telah memanggil dan meminta keterangan terhadap
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beberapa orang.
2. Telah memeriksa beberapa orang saksi.
3. Telah mengumpulkan dan melakukan penyitaan dokumen.

Telah ada hasil audit dari BPK No. 2/HP/XIX/03/2012 tanggal 27
Maret 2012 yang intinya terdapat potensi kerugian keuangan
negara, dengan demikian tindakan termohon menetapkan pemohon
sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi
ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti.

5. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Plk

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2015/PN.Plk YUNIARTI
PN. PALANGKA RAYA MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : KI%IE(E/IIZ‘{IS\II?END%?\IRGAEH
10 Juni 2015
TANGGAL PUTUSAN :

3 Agustus 2015
"""" AMAR PUTUSAN |
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
BRELLY YUNIAR DIEN WARDI
HASKORI, S.H., M.H.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Penetapan tersangka dengan penjebakan adalah cacat yuridis
karena pemohon tidak memiliki niat menjadi mucikari.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Ternyata bahwa pemohon tidak bisa membuktikan bahwa inisiatif
mendatangkan Pekerja Sek Komersial (PSK) yang dua diantaranya
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masih anak-anak merupakan penjebakan yang diaktori oleh oknum
polisi hidung belang yang meminta pemohon mecarikan lima PSK
dan memaksa pemohon untuk menerima uang sejumlah tiga juta,
maka tindakan termohon tidak bisa dianggap pembelian
terselubung sebagai suatu jebakan yang melanggar hukum acara.

Telah ditemukan alat bukti antara lain keterangan saksi FPY, saksi
MPP, saksi Wulan yang selanjutnya dari perbuatan, kejadian atau
keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang
lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan
bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya yang
merupakan alat bukti petunjuk, dengan demikian penetapan
pemohon sebagai tersangka telah didasarkan sekurang-kurangnya
dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP.

Dalam hal pejabat dalam tingkat pemeriksaan apabila tidak
memberitahukan dan tidak memberikan hak tersangka untuk
mendapat bantuan hukum atau penasihat hukum padahal apabila
tersangka diberitahu dan diberikan haknya akan menggunakan
haknya maka pemeriksaan terhadap tersangka tidak sah, namun
sesuai bukti surat dan keterangan saksi Winda penyidik telah
mengupayakan hak pemohon untuk didampingi penasihat hukum
namun pemohon tidak menggunakan haknya, dengan demikian
pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya
sehingga permohonan ditolak.

6. Ringkasan Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel DAHLAN ISKAN
PN. JAKARTA SELATAN MELAWAN
| KEJAKSAAN TINGGI
TANGGAL PERMOHONAN : DKLIAKARTA
2 Juli 2015
TANGGAL PUTUSAN :
4 Agustus 2015
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AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DIKABULKAN

HAKIM
LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa didahului
pemeriksaan terhadap pemohon.

2. Pemohon ditetapkan dahulu sebagai tersangka baru kemudian
dicari bukti-bukti dan pemeriksaan saksi-saksi. (diketahui dari
tanggal penetapan tersangka dan tanggal pemeriksaaan saksi
dan penggeledahan), sehingga belum ada 2 (dua) alat bukti.

3. Tidak ada kerugian negara hasil perhitungan BPK.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Penetapan tersangka termasuk objek praperadilan berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi : No. 21/PUU XI1/2014.

Pemohon mengajukan permohonan praperadilan kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi DKI Jakara Cq. Asisten tindaka pidana khusus
yang merupakan satu kesatuan lembaga dan struktur yang tidak
terpisahkan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP makna penyidikan adalah : harus
menemukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti
untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari
bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya.

Ditetapkannya pemohon sebagai tersangka adalah hasil
pengembangan penyidikan terhadap 15 (lima belas) tersangka
lainnya yang mana penetapan tersangka tersebut tersendiri-
tersendiri dan tidak di yuncto-kan dan tidak disebutkan kaitannya
dengan pemohon sebagai penyertaanya (Deelneming) sehingga
apabila dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan dalam
perkara tersangka-tersangka lain tersebut terkait pemohon maka
harus ditemukan terlebih dahulu bukti-bukti untuk menetapkan
pemohon sebagai tersangka (tidak jadi satu dengan pencarian bukti
tersangka lainnya karena memang tidak di yuncto-kan).

Faktanya bukti-bukti baru diperoleh dan didapat setelah penetapan
pemohon sebagai tersangka yaitu setelah tanggal 5 Juni 2015,
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sehingga penetapan tersangka tersebut bertentangan dengan
undang-undang dan penetapan pemohon sebagai tersangka belum
memperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup.

Penyidikan tanggal 5 Juni 2015 adalah setelah pemohon di periksa
sebagai saksi untuk tersangka lainnya, sebagai hasil
pengembangan dari tersangka sebelumnya dengan bukti-bukti
diperoleh dari tersangka lainnya. Berita acara pemeriksaan saksi
atau terdakwa lainnya tersebut hanyalah merupakan petunjuk yang
perlu dikuatkan lagi dengan proses penyidikan karena bila tidak
dilakukan proses penyidikan terlebih dahulu penetapan tersangka
cenderung bersifat subjektif oleh karena itu perlu dikumpulkan
bukti permulaan yang cukup dengan berpedoman pada 184
KUHAP.

7. Ringkasan Putusan No. 11/Pra.Per/2015/PN. JKT.Ut

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
11/Pra.Per/2015/PN.Jkt.Ut HERRI ANTONIUS
AMRAN
PN. JAKARTA UTARA OMAY CHUSMAYADI,
SH. MH
" TANGGAL PERMOHONAN : |
1 Juli 2015
PANDAPOTAN MANIK
TANGGAL PUTUSAN :
4 Agustus 2015 MELAWAN
"""" AMAR PUTUSAN | KEPOLISIAN RESORT
PERMOHONAN DIKABULKAN METROPOLITAN
JAKARTA UTARA
HAKIM
H. MUHAMMAD , SH.MH

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Kewenangan termohon untuk menuntut pidana hapus karena
daluwarsa Pasal 78 ayat (1), ayat (2) terhitung sejak pertama
kali digunakannya surat pernyataan oper garap telah 20 (dua
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puluh) tahun.

2. Tidak ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan
pemohon sebagai tersangka.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Para pemohon praperadilan dengan pelapor masih terus terjadi dan
berlangsung perebutan hak milik sebidang tanah di Jalan akses
Marunda Jakarta Utara melalui lembaga peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 Pasal 1,
menyatakan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan
hal adanya suatu perkara perdata adanya suatu hal perdata atas
suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak
tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan
untuk meminta suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan
perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu,
demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 628.K/Pid/1984.

Penetapan para pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah
prematur atau belum waktunya menunggu sampai adanya putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas tanah
yang disengketakan antara para pemohon dengan pelapor.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :

- Termohon baru menetapkan satu orang tersangka dari tiga
orang yang telah dilaporkan oleh pelapor melanggar Pasal 167
dan 385 KUHP.
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8. Ringkasan Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN. Sby

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
20/Pra.Per/2015/PN.Sby LIM MARIA VIANNY
LIMAN
PN. SURABAYA MELAWAN

1. KEPOLISIAN RESORT
TANGGAL PERMOHONAN : KOTA BESAR
SURABAYA

8 Juli 2015

) 2. KEJAKSAAN NEGERI
TANGGAL PUTUSAN : SURABAYA

5 Agustus 2015

AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN
DIKABULKAN

HAKIM
EFRAN BASUNING,
SH.M.Hum.
INTI PERMOHONAN PEMOHON
1. Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka selama 4 (empat)
tahun.

2. Belum ada bukti-bukti yang cukup setelah berulang kali gelar
perkara.

3. Berkas perkara telah berulangkali dikembalikan oleh penuntut
umum (P19).

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Saksi pelapor tidak memiliki legalstanding sebagai pelapor karena
bukan pihak yang tersangkut dan tidak ada surat kuasa (hanya
karena tanahnya di belakang tanah yang dilaporkan / tidak semua
orang dapat bertindak sebagai saksi pelapor) tentang keberatan
saksi pelapor nilai kredit lebih besar dengan nilai agunan meskipun
tidak normal namun itu adalah kesepakatan antara tersangka
dengan PT BBL Dharmala Finance dan saksi pelapor tidak
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memiliki legalstanding.

Mengenai selisih besaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang) yang dibayarkan dengan SPPT Pajak Bumi dan
Bangunan yang tercatat pada Kantor Pajak Surabaya maka Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya akan segera
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKBKBT) atas transaksi tersebut, dengan demikian berdasarkan
saksi fakta dan bukti surat tidak diperoleh bukti permulaan yang
cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Surabaya mengeluarkan Hak
Guna Bangunan No. 990 telah memenuhi persyaratan karena
adanya jual beli antara para ahli waris kepada tersangka dan
syarat-syarat lainnya termasuk SPPT.

9. Ringkasan Putusan No. 7/Pid.Pra/2015/PN. Smn

PUTUSAN NO. PARA PIHAK

07/Pid.Pra/2015/PN.Smn. RICKY YONATHAN S.

PN. SLEMAN MELAWAN
""""""""""" DIREKTUR RESERSE KRIMINAL
PE&gggﬁ}kN ' UMUM KEPOLISIAN DAERAH
: ISTIMEWA YOGYAKARTA
277 Agustus 2015
TANGGAL PUTUSAN :

16 September 2015

AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN
DITOLAK

HAKIM
WISNU KRISTIYANTO,
SH., MH.
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INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Terjadi perubahan tanggal Berita Acara Penyidikan saksi-saksi
yang semula sebelum Surat Perintah Penyidikan menjadi
setelah keluarnya Surat Perintah Penyidikan tanggal 1 Juli
2015.

2. Penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa didukung oleh
dua alat bukti yang cukup.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Penetapan tersangka adalah obyek praperadilan sesuai dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XI1/2014 tanggal
28 April 2015.

Hakim praperadilan hanya akan menguji apakah syarat-syarat
formil dan materiil telah dipenuhi oleh termohon dalam
menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana disyaratkan
oleh  KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No.
21/PUU-XI1/2014 bahwa penetapan tersangka harus didukung
sekurang-kurangnya dua lat bukti yang termuat dalam Pasal 184
KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya
kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya
dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).

Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang
mana dalam tingkat penyidikan termohon telah menemukan alat-
alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan
saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk (berdasarkan gelar
perkara 29 Juli 2015). Termohon pula telah memeriksa pemohon
sebagai calon tersangka yaitu pada tanggal 4 Juni 2015 dalam
status sebagai saksi, dengan demikian tindakan termohon atas
penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :

- Apakah peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dengan
terlapor merupakan suatu peristiwa pidana, atau bukan.

- Penilaian apakah alat-alat bukti yang dipergunakan oleh
termohon untuk mendukung tindakannya menetapkan
pemohon sebagai tersangka mempunyai kekuatan pembuktian
atau tidak.
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10. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Kfm

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2015/PN.Kfm JHON LAUW
PN. KEFAMENANU MELAWAN
" TANGGAL =~ | KEJAKSAAN TINGGI NUSA
PERMOHONAN : TENGGARA TIMUR

4 September 2015

TANGGAL PUTUSAN :
30 September 2015

AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN
DITOLAK

HAKIM
DARMINTO HUTASOIT
,SH.MH

INTI PERMOHONAN PEMOHON
1. Penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak didukung
dua alat bukti yang sah.

2. Laporan BPK menyatakan tidak ada kerugian negara atas
proyek pengadaan buku yang dikerjakan oleh pemohon.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-
XI1/2014 telah menimbulkan beberapa implementasi yang berbeda
dalam praktek khususnya yang menyangkut objek praperadilan
dengan berbagai multitafsir yang berbeda dihubungkan dengan
fungsi dari lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Obyek penetapan tersangka terkait dengan cara yang ditempuh
dalam penetapannya namun bukan mempermasalahkan status
seseorang, oleh karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh
termohon tanggal 21 Mei 2014 sedangkan Putusan Mahkamah
Konstitusi baru diputus tanggal 28 April 2015 sehingga Putusan




Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberlakukan surut.

Dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Putusan
Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap setelah
selesai diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum dengan
demikian tindakan hukum yang dilakukan sebelum putusan
tersebut tetap berlaku sebagai Undang-Undang yang melandasinya.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-
XII/2014 sendiri tidak ada dalam pertimbangan dan amar putusan
yang menyatakan putusan tersebut berlaku surut atau retroaktif.

11. Ringkasan Putusan No. 2/Pid.Prap/2015/PN. Kfm

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
2/Pid.Prap/2015/PN K fm ONGKY SYAHRUL
RAMADHONA
PN. KEFAMENANU MELAWAN
"""""""""""" |  KEJAKSAAN NEGERI
TANGGAL PERMOHONAN : KET st ANU

16 September 2015

TANGGAL PUTUSAN :
13 Oktober 2015
~  AMARPUTUSAN
PERMOHONAN DIKABULKAN

HAKIM
MIDUK SINAGA, S.H.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Termohon menetapkan tersangka tanpa ada pemeriksaan
terhadap pemohon terlebih dahulu.

2. Termohon tidak dapat membuktikan telah terpenuhi dua alat
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bukti.

3. Termohon membawa pemohon sebagai tersangka ke
Kefamenanu dengan surat perintah palsu karena berdasarkan
SprinDik atas nama orang lain.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Tidak bisa dijadikan alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 21/PUU-XI1/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015 tidak
dapat diberlakukan terhadap pemohon yang ditetapkan sebagai
tersangka pada tanggal 21 Mei 2014.

Ditetapkanya pemohon sebagai tersangka adalah hasil dari
pengembangan penyelidikan atas kasus korupsi tersangka lain.
Saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21 Mei 2014
termohon belum memiliki alat bukti keterangan saksi karena bukti-
bukti berita acara keterangan saksi dilakukan setelah pemohon
ditetapkan sebagai tersangka.

Termohon tidak dapat membuktikan telah memintai keterangan
atau pendapat ahli. Surat perintah penggeledahan/penyegelan
/penyitaan/penitipan dan penetapan penyitaan dari Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Kupang adalah untuk tersangka lain dan bukan
untuk pemohon sebagai tersangka sehingga surat tersebut tidak
termasuk alat bukti surat yang dapat dipergukan termohon untuk
menetapkan pemohon sebagai tersangka. Termohon tidak dapat
menunjukkan bukti surat terkait penghitungan kerugian negara
yang dilakukan pemohon.

Dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan
bersamaan dengan surat perintah penyidikan tanggal 21 Mei 2014
harus dinyatakan tidak sah, tidak berdasar hukum dan tidak
mempunyai  kekuatan mengikat karena termohon belum
mendapatkan dua alat bukti sebagaimana ditetapkan Pasal 184 ayat
(1) KUHAP.

Bahwa karena penyidikan tidak mempunyai kekuatan mengikat
sehingga segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih
lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka
terhadap diri pemohon oleh termohon harus dinyatakan pula tidak
sah.
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12. Ringkasan Putusan No. 3/Pid.Prap/2015/PN. Kfm

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
3/Pid.Prap/2015/PN.Kfm Ir. ADANG WAHYU
PN. KEFAMENANU MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN KEJAKSAAN NEGERI
: KEFAMENANU
16 September 2015
TANGGAL PUTUSAN :
15 Oktober 2015
""" AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK
HAKIM
EZRA SULAIMAN, S.H

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi maupun
tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

2. Pemohon tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan
tersangka dan hak-haknya.

3. Belum ada perhitungan yang pasti terkait kerugian negara baik
oleh penyidik maupun oleh BPKP.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015
sedangkan tindakan penyidikan tanggal 21 Mei 2014 sehingga
tidak dapat diberlakukan surut.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :

- Mengenai ada tidaknya kerugian negara

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena bukan
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kewenangan praperadilan :

- Lembaga yang berwenang untuk perhitungan keuangan negara
bukanlah obyek praperadilan untuk menentukannya.

13. Ringkasan Putusan No. 4/Pid.Prap/2015/PN. Kfm

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
4/Pid.Prap/2015/PN.Kfm Drs. VISENSIUS SABA
PN. KEFAMENANU MELAWAN
"""""""""""" ~ | KEJAKSAAN NEGERI
TANGGAL PERMOHONAN : b, o e

28 September 2015

TANGGAL PUTUSAN :

21 Oktober 2015
- AMARPUTUSAN |
PERMOHONAN DIKABULKAN

HAKIM
I GEDE ADI MULIAWAN, SH,.
M.Hum.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Termohon tidak pernah memeriksa pemohon sebagai calon
tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

2. Termohon tidak memiliki bukti adanya kerugian negara.

3. Termohon tidak memiliki dua alat bukti yang sah.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah
penyidikan tanggal 6 Januari 2014.

Setelah  ditetapkan sebagai tersangka barulah termohon




mengumpulkan  bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi
pengumpulan barang bukti melalui penyitaan lalu terakhir
pemeriksaan terhadap tersangka.

Bukti-bukti lain dikumpulkan justru saat penyelidikan sehingga
bukanlah alat bukti yang dapat digunakan untuk menentukan
kedudukan atau status sebagai tersangka.

Tidak ada alat bukti yang digunakan untuk merumuskan dan
menentukan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara baik dari BPK, BPKP.

Bukti surat yang disertakan hanya audit secara umum sehingga
tidak menjadi pedoman baku dalam menghitung kerugian
keuangan negara, sehingga penetapan tersangka oleh termohon
terhadap pemohon belum didukung alat bukti yang cukup.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena bukan
kewenangan praperadilan :

- Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai output dari
kewenangan BPK.

14. Ringkasan Putusan No. 5/Pid.Prap/2015/PN. Kfm

PUTUSAN NO. PARA PIHAK

5/Pid.Prap/2015/PN.Kfm Drs. EDMUNDUS FALLO, MM

PN. KEFAMENANU MELAWAN
" TANGGAL | KEJAKSAAN NEGERI
PERMOHONAN : KEFAMENANU

28 September 2015

TANGGAL PUTUSAN :
22 Oktober 2015

AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN
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DIKABULKAN

HAKIM
MIDUK SINAGA, S.H.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon ditetapkan tersangka tanpa pernah diperiksa
sebelumnya.

2. Termohon tidak memiliki bukti telah adanya kerugian negara.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Makna dari penyidikan adalah harus terlebih dahulu mencari dan
mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut baru ditetapkan
tersangkanya.

Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka bersamaan
dengan surat perintah penyidikan tanggal 6 Januari 2014 lalu
kapan termohon melakukan penyidikan?, dan kapan mendapatkan
alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP?.

Seluruh berita acara pemeriksaan saksi dilakukan setelah pemohon
ditetapkan sebagai tersangka tanggal 6 Januari 2014. Termohon
tidak pernah meminta keterangan ahli.

Penyitaan yang dilakukan oleh termohon setelah pemohon
ditetapkan sebagai tersangka sehingga bukti-bukti tersebut
bukanlah alat bukti yang dapat digunakan termohon untuk
menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Pemeriksaan pemohon sebagai tersangka baru dilakukan tanggal
14 Juli 2015 setelah satu tahun enam bulan ditetapkan sebagai
tersangka di tanggal 6 Januari 2014 bertentangan dengan Pasal 50
KUHAP bahwa tersangka berhak segera mendapatkan
pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke
penuntut umum. Tersangka berhak segera perkaranya dimajukan
ke pengadilan dan terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Kerugian keuangan negara merupakan hal yang sangat esensi
sebagaimana disangkakan oleh termohon kepada pemohon.

Sepanjang persidangan termohon tidak dapat menunjukkan bukti
surat mengenai berita acara tentang adanya penghitungan yang
sudah dilakukannya sendiri mengenai berapa besar jumlah
kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pemohon.
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Pemohon dapat membuktikan bahwa penetapan pemohon sebagai
tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan termohon
tidak dapat membuktikan sangkalannya oleh karena surat perintah
penyidikan dinyatakan tidak sah maka segala proses ikutannya
berupa surat perintah penahanan juga tidak sah.

15. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Bta

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2015/PN.Bta HAIDIRSYAH
PN. BATURAJA MELAWAN
'TXNG('}AIZ%ERM(SQ()NAN' SN el Iy
20 Noverﬁber 2015
TANGGAL PUTUSAN :

3 Desember 2015
""" AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
RAKHMAD FAJERI, S.H.
M.H.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Penetapan status tersangka tidak berdasar bukti permulaan
yang cukup.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Bahwa Pasal 77 KUHAP secara limitatif telah mengatur tindakan
hukum apa saja yang dapat diuji pada praperadilan didalam
ketentuan tersebut tidak diatur penetapan tersangka rumusan
ketentuan yang sudah tercantum didalam KUHAP tidak
seharusnya berubah dengan mudah, KUHAP dirancang sebagai
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aturan yang ketat.

16. Ringkasan Putusan No. 39/Pra. Per/2015/PN. Sby

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
39/Pra.Per/2015/PN.Sby MOEDJIONO, S.Sos.
PN. SURABAYA MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : KEP?({;\I?\S/LA%ﬁégRAH
25 November 2015
TANGGAL PUTUSAN :

21 Desember 2015

AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DIKABULKAN

HAKIM
BURHANUDDIN AS., SH. MH.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Termohon tidak memiliki bukti-bukti yang cukup menetapkan
pemohon sebagai tersangka.

2. Alat-alat bukti surat yang dimiliki termohon hanya fotocopy
tidak ada yang asli.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Tujuan praperadilan adalah untuk pengawasan terhadap
perlindungan hak-hak tersangka mengutamakan perlindungan
terhadap HAM. adanya ketidakjelasan dalam KUHAP tentang
bagaimana seseorang dapat dijadikan sebagai tersangka menurut
Pasal 1 angka 14 KUHAP.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014 untuk
dijadikan tersangka harus memenuhi dua alat bukti.
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Surat yang dijadikan dasar oleh termohon untuk menetapkan
pemohon sebagai tersangka hanya berdasar pada fotocopy semata
tanpa didukung oleh bukti yang autentik atau lainnya tidak bisa
dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan benar atau
tidaknya hal-hal yang disebutkan dalam fotocopy.

Selaras dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta
atau aslinya. Apabila salinan-salinan atau ikhtisar hanya dapat
dipercaya apabila sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa
dapat diperintahkan mempertunjukkannya, meskipun surat yang
diduga palsu adalah fotocopy surat keterangan riwayat tanah dalam
Buku Leter C Kelurahan Kalisari, menurut pengadilan ini obyek
pokok perkara namun menjadi urgen untuk memenuhi syarat yang
disyaratkan oleh pengertian minimal dua alat bukti menurut 183
dan 184 KUHAP yaitu sistem pembuktian negatif wettelijk.

Negatif yaitu untuk menentukan sesorang bersalah dibutuhkan
keyakinan atas alat-alat bukti yang ada. (tanpa ada keyakinan
terhadap alat bukti yang ada maka terdakwa harus diputus bebas).

Wettelijk : artinya macam-macam alat bukti tersebut harus sudah
ditentukan oleh Undang-Undang.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :

- Keterangan-keterangan ahli yang menyatakan wujud fotocopy
surat sebagai wujud atau obyek adanya surat yang dipalsukan.
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17. Ringkasan Putusan No. 41/Pra. Per/2015/PN. Sby

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
41/Pra.Per/2015/PN.Sby HADI SANTOSO
PN. SURABAYA MELAWAN
" "7 KEPOLISIAN SEKTOR
TANGGAL PERMOHONAN : NG
30 November 2015
TANGGAL PUTUSAN :
22 Desember 2015
"""" AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK
HAKIM
SIFA’UROSIDIN, SH.MH.,

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Penetapan tersangka tidak didukung oleh dua alat bukti yang
cukup.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Praperadilan adalah perlindungan hak-hak tersangka upaya paksa
yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang adalah
tindakan perampasan HAM.

Setelah termohon menerima laporan polisi tanggal 15 Agustus
2015 kemudian termohon berturut-turut telah mengeluarkan surat
perintah tugas 15 Agustus 2015, surat perintah penyelidikan 15
Agustus 2015, surat perintah penyidikan 17 Agustus 2015, surat
pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 7 Desember 2015
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.

Surat perintah penyitaan 17 Agustus 2015 dan surat permohonan
persetujuan penyitaan barang bukti tanggal 3 Desember 2015
ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana
berita acara pemeriksaan 8 (delapan) orang saksi sejak tanggal 17
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Agustus 2015 sampai dengan 5 September 2015.

Penyitaan barang bukti tanggal 17 Agustus 2015 berupa dua
lembar kwitansi jual beli dan satu unit Mobil Kijang Inova, satu
unit Daihatsu Senia dan satu lembar nota biaya perbaikan mobil.

Termohon telah dua kali melakukan gelar perkara tanggal 5
Oktober 2015 dan 15 Agustus 2015 tentang terjadinya tindak
pidana penipuan dan atau penggelapan Pasal 378 dan atau 372
KUHP.

Termohon telah melakukan pemeriksaan atas nama tersangka
(pemohon) oleh penyidik tanggal 1 Desember 2015 setelah
sebelumnya pemohon telah dipanggil dua kali untuk diperiksa
sebagai saksi namun tidak memberi tahu kapan pemohon dapat
diperiksa. Dengan demikian penetapan tersangka telah memenuhi
bukti permulaan yang cukup sesuai KUHAP.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena
termasuk materi pokok perkara :

- Bahwa pemohon telah melapor balik kepada termohon tentang
tindak pidana pemalsuan surat dan atau fitnah dan atau
penghinaan, Pasal 263, 318 ayat (1) dan atau 310 KUHP.

18. Ringkasan Putusan No. 3/Pid.Pra/2015/PN. Kla

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
3/Pid.Pra/2015/PN Kla SITI ZULATHA
PN. KALIANDA MELAWAN
"""""""""""" | KEPOLISIAN DAERAH
TANGGAL PERMOHONAN : LAMPUNG

21 Desember 2015

TANGGAL PUTUSAN :
31 Desember 2015
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AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
DEKA DIANA, S.H., M.H.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Termohon melakukan tindakan penyelidikan memanggil
pemohon sebagai saksi untuk diperiksa sebelum adanya
SprinDik.

2. Termohon merobohkan plang identitas tanah di lahan
pemohon dan menghancurkan pagar untuk memasang garis
polisi tanpa pemberitahuan.

3. Penetapan tersangka Dbertentangan dengan Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 yaitu dilakukan
penyitaan terlebih dahulu atas barang-barang dan tanah
pemohon baru 25 (dua puluh lima) hari kemudian didengar
keterangannya sebagai saksi.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Menurut termohon, pemohon ditetapkan sebagai tersangka
berdasarkan dua alat bukti yaitu berupa laporan polisi, keterangan
tiga orang saksi, bukti surat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 370/1996 dan bukti material disekitar lokasi yang menurut
termohon, pemohon akan mendirikan bangunan diatas lahan Hak
Guna Bangunan milik PT. Budi Tata Semesta berdasarkan
sertifikat Hak Guna Bangunan No. 370 Tahun 1996.

Termohon telah memeriksa enam orang saksi serta telah
melakukan pemeriksaan pemohon sebagai tersangka tanggal 11
Desember 2015 sehingga telah memenuhi dua alat bukti yang
cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.
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19. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Skg

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2015/PN.Skg H. SUKARDI
PN. SENGKANG MELAWAN
"TANGGAL PERMOHONAN | KEJAKSAAN NEGERI
: SENGKANG
22 Desember 2015
TANGGAL PUTUSAN :
12 Januari 2016
""" AMAR PUTUSAN |
PERMOHONAN DITOLAK
HAKIM
DANU ARMAN, SH, MH.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon adalah bawahan yang menjalankan perintah atasan
yang sah sehingga tidak dapat dipidana sesuai Pasal 51 ayat
(1), ayat (2) KUHP.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 secara
limitatif telah diperluas termasuk penetapan tersangka, yang
dimaksud obyek penetapan tersangka terkait cara yang ditempuh
dalam penetapannya namun tidak mempermasalahkan status
tersangka seseorang.

Bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tidak ada sangkut
pautnya dengan penetapan pemohon sebagai tersangka. Dari bukti-
bukti surat yang diajukan oleh termohon telah memenuhi bukti
permulaan yang mana termohon telah mempunyai alat bukti yang
sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan surat.
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20. Ringkasan Putusan No. 44/Pra. Per/2015/PN. Sby

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
44/Pra.Per/2015/PN.Sby SUTARJO, SH, MH
SUDARMONO, SH
PN. SURABAYA MELAWAN
"""""""""""" - KEPOLISIAN DAERAH
TANGGAL PERMOHONAN : TAVIRNET UR

23 Desember 2015

TANGGAL PUTUSAN :
14 Januari 2016
""" AMAR PUTUSAN
PERMOHON DITOLAK

HAKIM
SIGIT SUTANTO, SH.MH.,

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Termohon terkesan ragu-ragu karena dari perubahan pasal
pidana yang diduga dilanggar oleh pemohon dari tiga pasal
menjadi dua pasal oleh karena itu penetapan tersangka patut
dipandang tidak didukung dua alat bukti.

2. Perolehan bukti surat yang tidak sah karena surat pengaduan
asli hanya dikirim kepada Majelis Pengawas Notaris atas
dugaan pelanggaran kode etik. Darimana termohon
mendapatkan bukti surat asli tersebut?.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Termohon telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas hasil
penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dan surat perintah
dimulainya penyidikan telah diberitahukan kepada Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur.

Telah terpenuhi keterangan saksi-saksi yaitu dua orang saksi, tiga
orang ahli serta empat asli bukti surat yang telah disita secara sah.

Pemohon praperadilan telah diperiksa sebagai saksi dan telah
dilakukan pemeriksaan tersangka dan juga telah dilakukan gelar




perkara.

Penetapan tersangka para pemohon praperadilan oleh termohon
telah dilakukan dengan benar sesuai prosedur formal guna
memenuhi KUHAP.

Penetapan tersangka telah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :

- Apakah atas alat-alat bukti yang sah para pemohon dapat
dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak?.

- Apakah tindakan para pemohon dilakukan dengan etikat baik
atau tidak?.

- Penetapan tersangka adalah prematur karena belum ada
putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Notaris yang
dilakukan oleh pelapor.

- Para pemohon belum diperiksa oleh Dewan Kehormatan
Advokat.

21. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Pra/2016/PN. Pli

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
1/Pid.Pra/2016/PN.Pli HUSNI FIRDAUS
PN. PELAIHARI MELAWAN
"""""""""""" - KEPOLISIAN RESORT
TANGGAL PERMOHONAN : TANAH LAUT
4 Januari 2016
TANGGAL PUTUSAN :
19 Januari 2016
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AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
LEO MAMPE HASUGIAN,
SH

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan
tersangka.

2. Tidak ada bukti kerugian keuangan desa.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Penentuan tersangka sangat berkaitan atau berhubungan dengan
proses penyelidikan dan penyidikan. Termohon telah melakukan
proses penyelidikan dan penyidikan.

Termohon telah memeriksa 19 (sembilan belas) orang saksi Juni
sampai dengan Oktober 2015, telah memanggil dan meminta
pendapat tiga orang ahli sejak Oktober sampai dengan Desember
2015 serta telah mengantongi bukti surat berupa hasil audit dari
instansi BPKP tanggal 8 Desember 2015.Semua itu telah
dilakukan sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka
tanggal 17 Desember 2015.

Pemohon juga telah pernah diperiksa sebagai tersangka dengan
demikian penetapan tersangka telah dilakukan sesuai prosedur
yang berlaku dimana terdapat dua bukti permulaan yang cukup
berdasarkan dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :

- Apakah tindakan termohon merupakan tindak pidana atau
bukan, bukanlah kewenangan praperadilan.
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22. Ringkasan Putusan No. 1/Pra. Per/2016/PN. Sby

PUTUSAN NO. PARA PIHAK

1/PRA.PER/2016/PN.SBY | DJULI HARTONO
KUNTI ANGGORO WATI
PN. SURABAYA PURWANINGSIH

MELAWAN

TANGGAL PERMOHONAN | KEPOLISIAN RESORT KOTA
: BESAR SURABAYA

5 Januari 2016

TANGGAL PUTUSAN :
26 Januari 2016

""" AMAR PUTUSAN |

PUTUSAN DIKABULKAN

HAKIM
DEWA GDE NGURAH
ADNYANA, SH.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Penetapan tersangka tidak didukung oleh dua alat bukti karena
bukti yang ada hanya fotocopy tidak ada yang berlegalisir
sehingga cacat hukum dan tidak sah.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Sistim yang dianut KUHAP adalah akusatur yaitu tersangka
diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat dan
martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dalam
melindungi hak tersangka.

Praperadilan adalah kontrol horizontal oleh Pengadilan Negeri
untuk mencegah tindakan sewenang-wenang penyidik atau
penuntut umum sebagai penegak hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyimpulkan
bukti permulaan yang cukup adalah sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai
pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana
yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa
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kehadirannya (in absentia). Dua alat bukti sesuai Pasal 184 itu
harus sah meskipun sebagai petunjuk tetap harus sah harus ada
surat aslinya.

Hasil penyitaan yang berhubungan dengan ditetapkannya
tersangka dengan mempergunakan bukti surat fotocopy tidak bisa
menunjukkan aslinya atau copy yang telah dilegalisir sesuai
dengan aslinya dengan demikian belum ada dua alat bukti sesuai
Pasal 184 maka surat panggilan terhadap para pemohon sebagai
tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum.

23. Ringkasan Putusan No. 119/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel R.J.LINO
PN. JAKARTA SELATAN MELAWAN

TANGGAL PERMOHONAN | KOMISI PEMBERANTASAN
: KORUPSI
28 Desember 2015

TANGGAL PUTUSAN :
26 Januari 2016
""" AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
UDIJIANTI, SH.,MH.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada kerugian
keuangan negara (versi BPKP).

2. Penyelidik yang melakukan penyelidikan bukan berasal dari
Kepolisian.

3. Tidak pernah ada pemeriksaan calon tersangka sebelum
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ditetapkan sebagai tersangka.

4. Penyidik yang melakukan penyidikan bukan berasal dari
Kepolisian.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Memperhatikan kewenangan praperadilan Pasal 77 sampai dengan
83 KUHAP dan ketentuan Pasal 82 KUHAP yang tidak dikenal
adanya acara eksepsi karena pemeriksaan harus dilakukan secara
cepat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus sudah memutuskan.

Mengenai tuntutan provisi tidak dikenal dalam Hukum Acara
Pidana itu hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata dalam Pasal
283 RV.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014
tanggal 28 April 2015 ditentukan adanya norma baru yang
mengikat untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka selain bukti
permulaan yang cukup juga harus dilakukan pemeriksaan terlebih
dahulu terhadap calon tersangka.

Selama penyidikan penyidik KPK telah mendapatkan 18 bukti
surat dan telah memeriksa 6 (enam) saksi bulan maret sampai
dengan bulan april 2014 dengan demikian telah ada sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Telah ada pemeriksaan terhadap calon tersangka yaitu R. J. lino
tanggal 15 April 2014 sebelum pemohon ditetapkan sebagai
tersangka tanggal 15 Desember 201 berdasarkan SprinDik
55/01/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 sehingga penetapan
pemohon sebagai tersangka telah memenuhi persyaratan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap penyelidik yang bukan berasal dari Kepolisian
berdasarkan Putusan 36/Pid.Prap/2015 PN. JktSel ini merupakan
penafsiran hakim yang bukan penjelasan resmi Undang-Undang
No. 30 Tahun 2002 dan pula hakim tidak berkewajiban untuk
mengikuti putusan/yurisprudensi yang ada.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 penyelidik
adalah penyelidik KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh
KPK.

Penetapan pemohon sebagai tersangka berada pada tahap
penyidikan berdasarkan SprinDik-55/01/12/2015 tanggal 15
Desember 2015 kemudian pemohon ditetapkan sebagai tersangka.
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Sepanjang penyidik yang melakukan penyidikan atas perkara
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon telah diangkat
oleh termohon KPK maka penyidikan telah sah dan sesuai
peraturan yang berlaku Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 30
Tahun 2002 “Penyidik adalah penyidik KPK yang diangkat dan
diberhentikan oleh KPK”

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena
termasuk materi pokok perkara :

- Mengenai tidak adanya perbuatan hukum dan penyalahgunaan
wewenang 3 Quay Container Crane.

- Mengenai ditetapkan tersangka tanpa adanya kerugian negara.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena tidak
beralasan hukum :

- Pengadaan 3 Quay Container Crane telah menguntungkan
negara.

- Termohon melakukan penyelidikan untuk kepentingan lain.

24. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Gst

PUTUSAN NO. PARA PIHAK

1/Pid.Prap/2016/PN Gst MERCYANI TELAUMBANUA

PN. GUNUNGSITOLI MELAWAN
"""" TANGGAL |
PERMOHLIONAN : KEPOLISIAN RESOR NIAS
14 Januari 2016
TANGGAL PUTUSAN :

2 Februari 2016

AMAR PUTUSAN
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PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
NELSON ANGKAT,
S.H.,.M.H.,

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Penetapan tersangka tanpa dua alat bukti.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah
memperluas objek praeradilan termasuk penetapan tersangka.

Karena dalil-dalil permohonan praperadilan telah dibantah oleh
termohon maka selayaknya apabila beban pembuktian dibebankan
kepada pemohon.

Bahwa untuk menentukan tersangka suatu tindak pidana adalah
tergantung kepada minimal dua alat bukti yang termuat dalam
Pasal 184 KUHAP sehingga berkaitan dengan bagaimana cara
memperoleh bukti dan apakah bukti yang digunakan sudah cukup.

Bukti-bukti yang diajukan pemohon berupa Kartu Keluarga dan
Akta Perkawinan tidak ada relevansinya dengan perkara.

Termohon telah melakukan penyelidikan dan dalam rangka
penyidikan termohon telah mengumpulkan alat bukti berupa
pemeriksaan saksi-saksi.

Termohon telah melakukan pemnyitaan terhadap barang bukti
berupa kwitansi, tanda terima sejumlah uang, tanda terima berkas
peserta dan beserta surat-surat lainnya.

Dalam hal ini telah ditemukan alat bukti berupa keterangan empat
orang saksi yang selanjutnya dari perbuatan, kejadian atau keadaan
yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang
lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa
telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yang
merupakan alat bukti petunjuk.

Dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka telah
didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana Pasal
184 KUHAP.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :
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- Apakah alat-alat bukti tersebut dapat membuktikan tersangka
memang telah melakukan tindak pidana?.

25. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Bms

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2016/PN.Bms Ir. TJUTJUN SUNARTI
ROCHIDIE, M.Si
PN. BANYUMAS MELAWAN
"""""""""""" |  KEJAKSAAN NEGERI
TANGGAL PERMOHONAN : A UAS
18 Januari 2016
TANGGAL PUTUSAN :

3 Februari 2016
- AMARPUTUSAN
PERMOHONAN DIKABULKAN

HAKIM
AFIF JANUARSYAH SALEH,
S.H., M.H.
INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada bukti
kerugian negara yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.

2. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan maka penyalahgunaan
kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran harus ditempuh
mekanisme pemeriksaan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal
Pemerintah) sebelum ke ranah Pidana.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

103



Asas Rechtweigening diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman dikenal dengan asas larangan
menolak suatu perkara berkaitan dengan Asas fus Curia Novit
yaitu asas hakim dianggap tahu semua hukum oleh karena itu
apabila hakim tidak menemukan hukumnya diluar hukum yang
tertulis sebagaimana ditegaskan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman hakim wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Termohon membantah dalil-dalil permohonan maka pemohon
dibebankan untuk membuktikan permohonannya.

Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka Tindak Pidana
Korupsi. Termohon telah menerbitkan surat perintah penyelidikan
12 Maret 2015. Termohon telah menerbitkan surat perintah
penyidikan tanggal 12 Mei 2015. Termohon telah menerbitkan
surat penetapan tersangka tanggal 5 Januari 2016.

Segala tindakan yang dilakukan termohon tersebut dilakukan
setelah terbit dan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (berlaku mulai 15 Januari 2014),
Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(berlaku mulai 2 Oktober 2014), Undang-Undang No. 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (berlaku mulai 17
Oktober 2014).

Bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara
atau Aparatur Pemerintahan apabila diduga melakukan
penyelewengan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara
atau derah adalah apabila terlebih dahulu adanya pengawasan yang
dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yaitu
BPK atau BPKP/Badan Pengawas/Inspektur Jenderal/Inspektorat
Provinsi/Inspektorat Kabupaten atau Kota/ Ahli yang dalam hasil
pengawasannya termasuk pula menghitung dengan pasti dan
cermat tentang kerugian keuangan negara atau daerah sebagaimana
Pasal 385 Undang-Undang 30 Tahun 2014.

Hukum Pidana sebagai Ultimum Remidium dijadikan upaya
terakhir dalam penegakan hukum apabila suatu tindak pidana dapat
diselesaikan melalui jalur lain hendaklah jalan tersebut terlebih
dahulu dilalui yakni penyelesaian secara kekeluargaan, negosiasi,
mediasi perdata, ataupun Hukum Administrasi.

Surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka tidak sah,
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena melanggar
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

104



dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  sehingga bila terbukti ada penyimpangan
administratif maka diserahkan kepada APIP dan bila terbukti ada
penyimpangan pidana maka proses diserahkan kepada aparat
penegak hukum sebagaimana Pasal 385 ayat (4) dan ayat (5).

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena
termasuk materi pokok perkara :

- Terhadap kerugian keuangan negara.

26. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Pal

PUTUSAN NO. PARA PIHAK

1/Pid.Prap/2016/PN.PAL H.SUDIRMAN MUHAMMADIN

AMELE
PN. PALU MELAWAN
_______________________ KEPOLISIAN DAERAH
TANGGAL
PERMOHONAN - SULAWESI TENGAH
27 Januari 2016 KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI TENGAH
TANGGAL PUTUSAN :

15 Februari 2016
""" AMAR PUTUSAN |
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
FAISAL AKBARUDIN
TAQWA, SH., LL.M.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Berdasarkan Putusan No. 1/Pdt.G.S/2015/PN.Pal dan No.
1/S.Kbrt/2015/PN. Pal pemohon dan pelapor telah dihukum
untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi surat pernyataan 25
September 2010 sehingga hal yang disangkakan oleh termohon
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adalah Dominum Litis Perdata.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN
Eksepsi adalah hak yang melekat pada termohon bukan pemohon.
KUHAP tidak dikenal istilah penetapan tersangka namun KUHAP
memakai istilah “menemukan tersangkanya”, sebagai bagian dari
penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Penetapan tersangka sebagai bagian dari penyidikan harus
didasarkan pada bukti permulaan. Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan No. 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa bukti
permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14
KUHAP adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal
184 KUHAP.

Termohon telah memanggil dan memeriksa tujuh orang saksi, yang
diantaranya setidaknya lima orang saksi yang menyebut nama
pemohon dalam kesaksian mereka serta fakta yang mereka
saksikan terkait perbuatan pemohon dalam kaitannya dengan
laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang
dilaporkan oleh saksi Aminullah. Telah dilakukan pemeriksaan
atas diri pemohon. Tindakan Termohon 1, sudah berada pada
prosedur penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana dan
memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti.

27. Ringkasan Putusan No. 6/Pra. Per/2016/PN. Sby

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
6/PRA.PER/2016/PN.SBY JOS RIWAJAT DJONI ATIS
WITANTO
PN. SURABAYA
______________________ MELAWAN
TANGGAL
PERMOHONAN : 1. KEPOLISIAN RESORT KOTA
4 Februari 2016 BESAR SURABAYA
2. KEJAKSAAN NEGERI
TANGGAL PUTUSAN : SURABAYA
22 Februari 2016
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AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN
DITOLAK

HAKIM
ZAINURI, SH

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Termohon telah menjadikan saudara kandung pemohon
sebagai saksi Pasal 168 KUHAP sehingga tidak cukup bukti.

2. Bukti-bukti surat panggilan termohon tidak terdapat tanggal
yang jelas hanya bulan dan tahun sehingga cacat administratif.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Subjek praperadilan (yang bisa mengajukan praperadilan
diantaranya adalah tersangka). objek praperadilan adalah salah
satunya pengujian sah tidaknya penetapan tersangka, sehingga
permohonan pemohon telah memenuhi syarat formal untuk
mengajukan permohonan praperadilan mengenai subjek dan
objeknya telah terpenuhi.

Dalam perkara pemalsuan surat sebagaimana dalam 263 KUHP
objeknya adalah surat ada bukti surat dilampirkan aslinya (empat
bukti surat), ada keterangan lima orang saksi dan keterangan ahli,
oleh karena itu telah memenuhi minimal dua alat bukti.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :

- Mengenai unsur sengaja yang dipersoalkan pemohon dalam
penggunaan surat palsu.
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28. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Gto

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2016/PN.Gto MAX E. MAGGIE, SH.
PN. GORONTALO MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN KEJAKSAAN TINGGI
: GORONTALO

1 Februari 2016

TANGGAL PUTUSAN :
24 Februari 2016
""" AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
FATCHU ROCHMAN, SH
INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Kabupaten Gorontalo Utara baru terbentuk tahun 2007 atau
melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2007 sehingga tidak
mungkin tahun 2002 pemohon disangka mengambil tanah
negara dalam kawasan hutan produksi di Kabupaten Gorontalo
Utara karena itu belum ada.

2. Hingga hari ini 21 (dua puluh satu) sertifikat tidak ada yang
dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga atas
praduga rechtmatig keputusan penguasa tetap dipandang sah
sampai ada putusan pengadilan yang membatalkan.

3. Kewenangan pemberian hak atas tanah bukan kewenangan
pemohon melainkan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

4. Pemohon tidak menerima surat perintah penyidikan dan surat
penetapan tersangka.

5. Pemohon ditetapkan tersangka tanpa ada kerugian keuangan
negara.

6. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka secara bersama-sama
(Pasal 55 ayat (1) KUHP) tanpa ada kawan peserta.

108



INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Permohonan praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi
individu yang merasa dilanggar haknya. Hakim hanya sebagai
pengawas horizontal demi penegakan hukum, keadilan dan
kebenaran namun tidak memeriksa dan mengadili tindak pidana
pokok.

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan rangkaian
proses dalam suatu penyidikan yang bertujuan untuk menemukan
pelaku tindak pidana atau tersangka melalui tahapan pengumpulan
bukti sebagaimana pengertian Pasal 1 butir 2 KUHAP.

KUHAP tidak memberikan penjelasan maupun pengertian
mengenai apa yang dimaksud mengenai bukti permulaan sehingga
dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan
menjadi hal subjektif dari penyidik.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014 memberikan
pengertian bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti
sebagaimana Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon
tersangka. Hal ini diperuntukan sebagai penyeimbang bagi dua alat
bukti yang telah ditemukan oleh penyidik.

Termohon dalam persidangan telah mengumpulkan tiga alat bukti
yaitu bukti surat, berita acara pemeriksaan lima orang saksi, dan
bukti petunjuk dengan demikian telah ada dua alat bukti untuk
menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :

- Pemohon tidak memiliki kewenangan memberikan hak milik
atas tanah.

- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan
perbuatan melawan hukum yang belum jelas.

- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap
memperkaya diri sendiri atau orang lain.

- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa kerugian
keuangan negara.

- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka secara bersama-sama
tanpa ada kawan peserta.
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29. Ringkasan Putusan No. 11/ PRAPER/2016/PN. SBY

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
11/PRAPER/2016/PN.SBY DIAR KUSUMA PUTRA,
SE
PN. SURABAYA MELAWAN
"""""""""""" | KEJAKSAAN TINGGI
TANGGAL PERMOHONAN : TAWA TIMUR
19 Februari 2016
TANGGAL PUTUSAN :
7 Maret 2016
"""" AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DIKABULKAN
HAKIM
EFRAN BASUNING,
SH.M.Hum.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon telah diputus bersalah berdasarkan putusan inkracht
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  Surabaya No.
125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY telah menjalani hukuman dan
membayar denda serta uang pengganti sehingga sudah tidak
ada kerugian negara, kemudian termohon membuka kembali
penyidikan terkait dana hibah KADIN (Kamar Dagang
Industri) Jawa Timur oleh karena itu perkara ini sama dan
telah diperiksa dan diputus sechingga menjadi tidak ada
kepastian hukum.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN
Perluasan kewenangan praperadilan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi antara lain tentang penetapan tersangka harus juga
dimaknai sebagai mulai adanya surat perintah penyidikan.

Pemohon adalah pihak yang sangat berkepentingan dan
mempunyai legal standing (karena perkara yang sama telah disidik
kembali padahal pemohon telah menjadi terpidana).

Termohon dalam perkara yang disidik untuk kedua kalinya
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terhadap dana hibah tahun 2012 yang digunakan untuk (/nitial
Public Offering) TPO Bank Jawa Timur atas nama La Nyalla
Mattaliti padahal itu merupakan fakta yang sudah ada pada perkara
terdahulu yang sudah juga dimintai pertanggungjawaban dalam
perkara terdahulu. Keberatan pemohon bahwa perkara tersebut
juga merupakan bagian yang sudah termasuk
dipertanggungjawabkan oleh pemohon.

Menurut ahli pemohon Prof. Dr. Edward OS. Hiariej, SH. M.Hum
tentang Asas Nebis In Idem dalam perkara pidana telah mengalami
perkembangan tidak terbatas pada pengertian seorang tidak dapat
dituntut untuk keduakalinya dalam kasus yang sama terhadap suatu
tindak pidana yang pernah dilakukan proses hukum dan sudah
berkekuatan hukum tetap kemudian ada proses lain mengulang hal
yang sama maka pada dasarnya masuk dalam kategori Nebis In
Idem; Menurut ahli landasan Nebis In Idem landasan filsafatnya
ada tiga :

1. Menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan hakim perkara
yang sudah disidangkan tidak diulang-ulang seakan-akan
hakim tidak percaya pada putusan hakim sebelumnya.

2. Menitik beratkan pada perlindungan HAM jangan sampai
orang dituntut kemudian putusannya sudah berkekuatan
hukum tetap dia hidupnya tidak tenang karena fakta yang
sama ditarik lagi ke pengadilan.

3. Menjaga kewibawaan negara dalam konteks kepastian
hukum baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam
rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat
hakim, jika ada suatu fakta yang sesungguhnya sudah
diketahui terjadi konkursus realis maupun idealis mestinya
satu kali saja penuntutan, kalau memang sengaja tidak
dimasukkan itulah yang dikategorikan sebagai sitasis
masuk dalam pengertian Nebis In Idem.

Bahwa dalam perkara a quo fakta tentang dipergunakannya dana
hibah tersebut pada tahun 2012 untuk membeli saham IPO Bank
Jawa Timur sudah terungkap sebagaimana fakta tetapi termohon
tidak menyidik perkara tersebut sebagai tindak pidana pencucian
uang hanya terbatas pada tindak pidana korupsi maka
ketidakcermatan termohon tersebut tidak boleh merugikan pihak
lain.

Penyidikan untuk keduakalinya atas dana hibah Pemerintah
Provinsi Jawa Timur kepada KADIN (Kamar Dagang Industri)
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tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara Nebis In Idem maka
penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon tersebut
haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.

30. Ringkasan Putusan No. 19/Pid.Prap/2016/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel NG HAKER LARSON
PN. JAKARTA SELATAN MELAWAN

TANGGAL PERMOHONAN : | DIREKTUR TINDAK PIDANA
15 Februari 2016 UMUM BARESKRIM MABES
POLRI
TANGGAL PUTUSAN :
10 Maret 2016

AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN
DIKABULKAN

HAKIM
KRISNUGROHO SRI
PRATOMO, S.H., M.H.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Putusan praperadilan No. 94 sebagai dasar melanjutkan
penyidikan telah menjadi Nebis In Idem dengan Putusan
Praperadilan No. 58 sebelumnya yang berisi memerintahkan
penghentian penyidikan.

2. Telah ada daluwarsa terhadap penuntutan surat palsu yaitu
Pasal 78 ayat (1) ke 3 yakni 12 tahun.

3. Telah ada Putusan Perdata dan Putusan Pengadilan Tata Usaha
(PTUN), inkracht yang memenangkan tersangka atas
kepemilikan tanah.

4. Tidak ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.
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5. Tidak ada 2 (dua) alat bukti yang cukup.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Telah ada dua putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap :

1. Putusan Peninjauan Kembali No. 01 PK/Pdt/2004 tanggal
31 Agustus 2004.

2. Putusan Peninjauan Kembali No. 646 PK/Pdt/2009 tanggal
25 Januari 2011.

Kedua putusan peninjauan kembali tersebut menyatakan PT GMN
adalah pemilik sah atas tanah milik adat girik C No. 87 (Sertifikat
Hak Guna Bangunan 618/Senayan)

Penerbitan Hak Guna Bangunan juga telah digugat pembatalannya
oleh pelapor di Pengadilan Tata Usaha Negara namun gugatan
tersebut ternyata “ditolak” sebagaimana ternyata dalam Putusan
Peninjauan Kembali No. 119 PK/TUN 2001 tanggal 7 Januari
2014, dengan demikian bukti kepemilikan PT GMN atas tanah
sertifikat Hak Guna Bangunan No. 618/Senayan adalah sah
menurut hukum.

Telah ada dua putusan praperadilan :

1. Putusan No. 58/Pid.Prap/2015/PN. JKTSel yang amarnya
penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan
memerintahkan penyidikan dihentikan. Termohon telah
mengeluarkan SP3 berdasarkan putusan tersebut.

2. Putusan No. 94/Pid/Prap/2015/PN. JKT.Sel yang amarnya
bertentangan dengan Putusan No. 58/Pid.Prap/2015/PN.
JKTSel yaitu SP3 yang dikeluarkan termohon tidak sah.

Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan panggilan kembali
kepada pemohon dan menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Termohon tidak dapat begitu saja langsung menetapkan pemohon
sebagai tersangka melainkan harus dilakukan proses penyidikan
ulang guna menemukan tersangkanya terlebih dahulu dengan
melakukan pemeriksaan terhadapa pihak-pihak calon tersangka.

Surat yang dilaporkan palsu oleh pemohon adalah :

1. Girik C No. 87 atas nama romelih.
2. Akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie) tanggal 6
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Februari 1990 No. 55.

Untuk menentukan tenggang daluwarsa maka harus dibuktikan
sejak kapan kedua surat tersebut digunakan oleh Pemohon sebagai
terlapor.

Ternyata kedua surat yang dilaporkan tersebut telah digunakan oleh
Pemohon sebagai penggugat dalam putusan
No.460/Pdt/G/1996/PN. JktSel tanggal 11 Juni 1998 dengan
demikian tenggang daluwarsa dihitung sejak tahun 1996 atau
setidak-tidaknya tanggal perkara tersebut diputus yaitu 28 Mei
1998, karena pelapor baru membuat laporan polisi tanggal 10 April
Tahun 2011 maka kewenangan menuntut pidana hapus karena
daluwarsa Pasal 78 ayat (1) Ke 3 KUHP jo. Pasal 79 Ke 1 KUHP,
karena kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa maka
kewenangan termohon untuk menuntut pidana juga hapus karena
daluwarsa.

31. Ringkasan Putusan No. 2/Pid.Pra/2016/PN. Pal

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
02/PID. PRA/2016/ PN. Pal HASANUDDIN BADONG
PN. PALU MELAWAN
"TANGGAL PERMOHONAN |  KEPOLISIAN DAERAH
: SULAWESI TENGAH
26 Februari 2016
TANGGAL PUTUSAN :
14 Maret 2016
____ AMAR PUTUSAN |
PERMOHONAN DITOLAK
HAKIM
ERNAWATY, SH.MH
INTI PERMOHONAN PEMOHON
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1. Penetapan tersangka tidak didukung dua alat bukti yang cukup.

2. Perbuatan melawan hukum terjadi dalam lapangan hukum
perdata maka pemohon tidak dapat dituntut dalam lapangan
hukum pidana.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka sesuai Pasal 1 angka
14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan yakni
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menjadi dasar yang cukup
untuk meyakini terdapatnya fakta-fakta yang mendukung
mengenai keadaan seseorang diduga melakukan tindak pidana.

Status tersangka yang dilekatkan pada pemohon berdasarkan bukti
tertulis dan keterangan saksi (dua orang saksi) menyebutkan nama
pemohon dalam kesaksian mereka serta fakta yang mereka
saksikan terkait perbuatan pemohon dalam kaitan tindak pidana
penipuan.

Termohon sudah berada pada prosedur penyidikan dan memenuhi
ketentuan minimal dua alat bukti yaitu keterangan saksi,
keterangan calon tersangka serta alat bukti surat berdasarkan
keterangan saksi Pasal 188 ayat 2 KUHAP.

Sidang praperadilan hanya menguji formalitas upaya paksa yang
dilakukan penyidik bukan pada substansi pokok perkara.

32. Ringkasan Putusan No. 1/Para. Pid/2016/PN. Psb

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
01/Para.Pid/2016/PN.Psb SUTAN KAMENAN
PN. PASAMAN BARAT MELAWAN

TANGGAL PERMOHONAN KEPOLISIAN DAERAH
: SUMATERA BARAT

9 Februari 2016

TANGGAL PUTUSAN :
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30 Maret 2016
""" AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
MIRRANTHI MAHARANI,
S.H

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Objek yang dilaporkan digelapkan masih menjadi objek
sengketa di Pengadilan Negeri dengan No. Register
21/Pdt.G/2015/PN. PSB sehingga masih belum jelas
kepemilikannya sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung
No. 1 Tahun 1965 Pasal 1 harus menunggu putusan perdata.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Eksepsi termohon keliru karena Direskrim POLDA Sumbar
merupakan bagian pelaksana tugas yang berada dibawah naungan
Termohon (KAPOLDA Sumbar) sehingga permohonan pemohon
tidak Error In Persona.

Locus delicti (tempat kejadian perkara) tentang tindak pidana yang
dituduhkan kepada pemohon berada di Kabupaten Pasaman
sehingga sudah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman dan
bukan di Kota Padang atau Pengadilan Negeri Padang tempat
alamat termohon.

Penetapan tersangka oleh termohon terhadap diri pemohon harus
dikaji menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Peraturan
Kapolri No. 12 Tahun 2009 untuk menetapkan seseorang sebagai
tersangka harus didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling
sedikit dua jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa POLDA Sumbar telah menerima laporan dugaan telah
terjadinya tindak pidana Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan
oleh pemohon, telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dan
telah menemukan bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 ayat (1)
berupa keterangan 13 (tiga belas) saksi bukti-bukti surat dan bukti
petunjuk berupa gelar perkara pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan
rekomendasi bahwa perkara merupakan tindak pidana dan dapat
ditingkatkan ke penyidikan.

Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tentang penetapan
tersangka sedangkan termohon telah dapat membuktikan
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sangkalannya maka permohonan tentang penetapan tersangka
terhadap pemohon tidak didukung fakta-fakta hukum yang dapat
membatalkan atau tidak sahnya penetapan tersangka.

33. Ringkasan Putusan No. 3/Pid. Prap/2016/PN. Gst

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
3/Pid.Prap/2016/PN.Gst SOKHINIWAO NAKHE
PN. GUNUNGSITOLI MELAWAN
"""""""""""" ~ |  KEPOLISIAN RESOR
TANGGAL PERMOHONAN : NLAE SEIATAN
14 Maret 2016
TANGGAL PUTUSAN :
6 April 2016
~  AMARPUTUSAN

PERMOHONAN DIKABULKAN

HAKIM
AGUNG CORY FONDRARA
DODO LAIA, SH., MH,
INTI PERMOHONAN PEMOHON
1. Adanya surat rekayasa permintaan perlindungan dari pemohon
kepada termohon yang sebenarnya tidak ada.

2. Bahwa termohon telah melakukan penyekapan yang tidak sah
dengan merekayasa surat permintaan perlindungan yang tidak
pernah diminta oleh pemohon sejak tanggal 13 Februari 2016
sampai dengan 19 Februari 2016.

3. Penetapan pemohon sebagai tersangka tidak cukup dua alat
bukti.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN
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Praperadilan tidak diatur secara khusus Hukum Acaranya format,
bentuk suatu permohonan praperadilan, atau jawaban tidak diatur
secara khusus dan rinci dalam KUHAP dalam praktik praperadilan
lazim menggunakan kaidah Hukum Acara Perdata.

Tindakan termohon yang tidak mengijinkan pemohon untuk
meninggalkan kantor termohon sebelum 7 (tujuh) hari
sebagaimana Pasal 333 ayat (1) KUHP (Perampasan
Kemerdekaan) adalah bukan ranah praperadilan.

Untuk menentukan tersangka suatu tindak pidana adalah
tergantung kepada minimal dua alat bukti yang termuat dalam
Pasal 184 KUHAP yang bisa ditemukan sehingga berkaitan
dengan bagaimana cara memperoleh bukti dan apakah bukti yang
digunakan sudah cukup. Berdasarkan Hukum Acara Pidana
KUHAP maka cara bagaimana bukti-bukti diperoleh untuk
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya dilakukan melalui kegiatan atau
prosedur penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Berdasarkan fakta persidangan termohon hanya mengajukan saksi-
saksi penyidik dan penerjemah tetapi tidak mengajukan bukti surat
berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi.

Berita acara tersangka maupun bukti lainnya sesuai Pasal 184
KUHAP yang dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk
menetapkan pemohon sebagai tersangka.

34. Ringkasan Putusan No. 1/Pid. Prap/2016/PN. Mjn

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2016/PN Mjn Drs. AHMAD HASAN, MM
PN. MAJENE MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN KEJAKSAAN NEGERI
: MAJENE
10 Maret 2016
TANGGAL PUTUSAN :
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11 April 2016
____ AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
MOHAMMAD FAUZI
SALAM, SH.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Telah ada pengembalian dana sebelum adanya surat perintah
penyidikan sehingga SprinDik tidak sah dan batal demi hukum
Karena kerugian negara sudah tidak ada lagi.

2. Penetapan tersangka oleh termohon adalah tindakan yang
spekulatif dan hanya coba-coba.

3. Penetapan tersangka tanpa menunjuk pasal atau Undang-
Undang yang disangkakan.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Bukti surat sepanjang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan
relevan maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam
pembuktian perkara ini.

Bukti surat fotokopi atas fotokopi dikesampingkan dan tidak
menjadi pertimbangan.

Proses yang dilakukan termohon sebelum menetapkan pemohon
sebagai tersangka :

1. Adanya laporan (Bukti T1)

2. Termohon telah melakukan penyelidikan (Bukti T2)

3. Termohon telah melakukan penyidikan (Bukti T3-T5)

4. Dikeluarkannya surat penetapan tersangka (Bukti T4)

Termohon telah memeriksa empat orang saksi sejak 13 Januari
2016 sampai 21 Januari 2016 dan satu saksi tanggal 5 Oktober
2015 dihubungkan dengan penetapan tersangka tanggal 2 Februari
2016 maka dapat dipastikan termohon sebelum menetapkan
tersangka telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dengan
demikian telah menemukan dua alat bukti yang sah sesuai
ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu saksi dan bukti surat berupa
surat perjanjian kesepakatan Nomor : 100/KS/I11/62/2015 tanggal
5 Maret 2012.
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Pemohon telah pernah diperiksa sebagai saksi tanggal 5 Oktober
2015 dengan demikian telah memenuhi pemeriksaan calon
tersangka, meskipun bila tanpa diperiksa sekalipun tidak
menyebabkan tidak sahnya penetapan tersangka karena sangkaan
terhadap pemohon adalah Undang-Undang 31 Tahun 1999
sebagaimana dirubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Pasal 38 -nya
mengenal pemeriksaan terdakwa di persidangan secara in absentia.

Meskipun pemohon sebelum penyidikan telah mengembalikan
secara keseluruhan sisa dana dari selisih pembayaran pengadaan
ganti rugi tanah atau tanaman sehingga sudah tidak ada lagi
kerugian negara namun karena Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi tidak mempersoalkan akibat justru yang dipersoalkan
adalah suatu perbuatan yang terlarang atau melawan hukum
dengan demikian penetapan tersangka adalah sah dan bukan
tindakan sewenang-wenang.

35. Ringkasan Putusan No. 19/Pra. Per/2016/PN. Sby

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
19/PRA.PER/2016/PN.SBY Ir. H. LANYALLA
MAHMUD MATTALITTI
PN. SURABAYA MELAWAN
"""""""""""" " 7| KEJAKSAAN TINGGI
TANGGAL PERMOHONAN : B i\ [UR

18 Maret 2016

TANGGAL PUTUSAN :

12 April 2016
" AMARPUTUSAN
PERMOHONAN DIKABULKAN

HAKIM
FERDINANDUS, SH
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INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon telah mengembalikan seluruh dana hibah yang
dipersoalkan sebelum dilakukan penyelidikan tahun 2016
dengan demikian sudah tidak ada kerugian negara dan
perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa perkara ini pernah diperiksa sebelumnya dengan dua
terpidana dan kini telah selesai menjalani hukuman serta
mengembalikan kerugian negara yaitu Diar Kusuma Putra dan
Dr. Nelson Sembiring.

3. Pemohon ditetapkan sebagi tersangka tanpa pernah diperiksa
terlebih dahulu.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan menyatakan “Kejaksaan adalah satu dan tidak
terpisahkan”, sehingga oleh karena itu bidang tugas kewenangan
selaku penyidik dalam perkara-perkara tertentu tidak dapat
dipisahkan dalam kedudukan dan jabatannya dalam lembaga
Kejaksaan.

Format pemahaman dengan mencantumkan tuntutan provisi tidak
menjadikan permohonan menjadi kabur (Obscuur Libel).

Untuk menguji apakah telah diperoleh dua alat bukti terkadang
harus memasuki substansi pokok perkaranya.

Karena pemohon sebagai saksi dalam perkara Nelson dan Diar
Kusuma tidak dalam konteks Pasal 55 atau tidak disebutkan
kaitannya dengan pemohon sebagai penyertaan (deelneming)
sehingga menetapkan pemohon sebagi tersangka harus terlebih
dahulu melakukan prosedur penyelidikan dan penyidikan oleh
karena itu tindakan termohon menerbitkan surat perintah
penyidikan dalam hari dan tanggal yang sama dengan surat
penetapan tersangka adalah bertentangan dengan Hukum Acara
Pidana.

Alat bukti yang diajukan oleh termohon kebanyakan diperoleh
setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan sebagian lagi
adalah alat bukti yang telah dipergunakan dalam perkara atas nama
Diar dan Nelson yang telah diputus Hakim Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Negeri Surabaya dan telah memiliki kekuatan hukum
tetap sehingga termohon menetapkan pemohon sebagai terangka
belum memperoleh dua alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP.
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Pemohon dalam penyidikan oleh termohon belum pernah diperiksa
sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
Pemohon pernah dimintai keterangan oleh termohon namun
sebelum terbitnya surat perintah penyidikan sehingga belum bisa
dimaknai pemeriksaan terhadap calon tersangka yang harus
dilakukan ditingkat penyidikan, pemohon juga telah diperiksa
namun setelah ditetapkan sebagai tersangka sehingga tidak dapat
dimaknai sebagai pemeriksaan calon tersangka satu-satunya fakta
baru dalam perkara a quo adalah materai tempel dalam kwitansi
pengembalian dana hibah dicetak tanggal 26 April 2014 akan tetapi
isi kwitansi dan yang tertulis didalamnya diakui kebenarannya oleh
terpidana Diar dan Nelson.

Bahwa dalam pemeriksaan saksi dalam perkara a quo masih tetap
diakui kalau pemohon telah mengembalikan dana hibah dan nilai
kekuatan bukti pada kwitansi tidak terletak pada materai tetapi
pada isinya dibenarkan atau tidak bagi yang terikat pada isi
kwitansi tersebut sehingga tidak ada fakta-fakta baru yang
signifikan dalam perkara a quo melainkan fakta-fakta yang telah
terungkap pada perkara terdahulu atas terpidana Diar dan Nelson.

Proses dan prosedur penyidikan dan penetapan tersangka terhadap
pemohon disamping tidak sah secara formal juga secara materiil
merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah
dipertanggungjawabkan oleh terpidana Diar dan Nelson.

Penyelidikan dan penyidikan kedua kalinya atas dana hibah adalah
tidak relevan dan tidak mungkin lagi untuk dibuka kembali
sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon
dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak sah dan melanggar
hukum.
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36. Ringkasan Putusan No. 8/Pid. Prap/2016/PN. Dps

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
8/Pid.Prap/2016/PN Dps I WAYAN PUTRA WIJAYA
PN. DENPASAR MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN KEPOLISIAN
: SEKTOR KUTA UTARA
25 Mei 2016
TANGGAL PUTUSAN :

13 Juni 2016

AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
I MADE PASEK, S.H.,M.H.

INTI PERMOHONAN PEMOHON
1. Penetapan tersangka tanpa dua alat bukti.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014
penetapan tersangka merupakan kewenangan praperadilan untuk
menguji tindakan penyidik, tidak dilihat dari kewenangan dan
prosedur saja tetapi juga dilihat dari syarat terpenuhinya bukti
permulaan.

Penetapan pemohon sebagai tersangka diawali dengan adanya
laporan polisi tanggal 14 April 2016 telah terjadi penganiayaan
terhadap Tamara Blezensky.

Termohon telah mengeluarkan surat perintah tugas dan surat
perintah penyidikan tanggal 14 April 2016 dan membawa pelapor
ke rumah sakit untuk dimintakan Visum Et Repertum.

Termohon telah memeriksa saksi-saksi dan telah memeriksa ahli.
Gelar perkara telah termohon lakukan tanggal 20 April 2016
diikuti dengan pemeriksaan konfrontir antara pelapor, terlapor dan
saksi-saksi tanggal 25 April 2016 dan dilanjutkan dengan
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rekonstruksi di tanggal yang sama.

Berdasarkan hal tersebut termohon menetapkan pemohon sebagai
tersangka penganiayaan Pasal 351 KUHP, termohon juga telah
diperiksa sebagai tersangka tanggal 3 Mei 2016.

Penetapan status pemohon sebagai tersangka berdasarkan
keterangan dua orang saksi didukung oleh bukti surat Visum Et
Repertum dan keterangan seorang ahli selaku Dokter Konsultan
Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dengan demikian
syarat minimal dua alat bukti telah terpenuhi.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :

- Apakah tindak pidana penganiayaan benar-benar terjadi? dan
apakah pemohon yang bersalah melakukannya berdasarkan
alat-alat bukti?.

37. Ringkasan Putusan No. 4/Pid. Pra. Per/2016/PN. JKT. Utr

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
?J/TPELPra.Per/zommN.JKT | ADNARRAHBAR
2. AHMAD MACHDUM
PN. JAKARTA UTARA 3. YUNUS RUMADAUL
4. ASEP SOE
TANGGAL PERMOHONAN LiP=wd 2N
3 Juni 2016 6. ACHMAD
TANGGAL PUTUSAN :
28 Juni 2016 MELAWAN
""" AMAR PUTUSAN | 1. POLDA METRO JAYA
2. POLRES JAKARTA
PERMOHONAN DITOLAK UTARA
3. POLSEK TANJUNG
HAKIM PRIOK
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USAHA GINTING, SH. MH.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Termohon tidak memiliki dua alat bukti yang cukup.

2. Penetapan tersangka tanpa didahului proses penyelidikan.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Undang-undang mengharuskan termohon untuk melakukan
penyelidikan dan mengumpulkan dua alat bukti.

Bahwa benar ketika termohon melakukan penggerebekan di kantor
PT. Nahda Mentari lalu membawa para pemohon ke kantor
termohon tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah
penangkapan dan juga melibatkan RT atau RW setempat namun
tindakan Kepolisian tersebut dilakukan oleh termohon dengan
alasan para pemohon tertangkap tangan melakukan tindak pidana
merampas kemerdekaan seseorang melanggar Pasal 333 KUHP jo
Pasal 55 KUHP.

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa benar Puspita
Widyasari, Puguh dan Tarmudi berada di kantor pemohon 1 sejak
tanggal 5 April 2016 hingga 7 April 2016, keberadaan yang telah
dilaporkan kepada termohon oleh Wulan sebagai tindakan
penyekapan yang dilakukan oleh para pemohon.

Setelah dilakukan penggerebekan dan penangkapan termohon
melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka oleh penyidik tanggal
7 April 2016 dan menetapkan para pemohon sebagai tersangka.

Termohon mendalilkan tindakannya pada Pasal 13, 14, 15
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal
111 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) KUHAP.

Tindakan termohon menetapkan para termohon sebagai tersangka
telah memenuhi syarat minimum dua alat bukti yakni bukti saksi-
saksi yang diperiksa tanggal 7 April 2016, bukti surat berupa
laporan polisi tanggal 7 April 2016, Print Out Screen Shot BBM
dan bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Para pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tentang tidak
sahnya penetapan tersangka sebaliknya termohon telah berhasil
membuktikan sangkalannya bahwa penetapan tersangka terhadap
para pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, dan
angka 19, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2)
KUHAP sehingga penetapan tersangka terhadap para pemohon sah
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secara hukum.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :

- Apakah benar telah terjadi penyekapan atau tidak?.

38. Ringkasan Putusan No. 3/Pid. Pra/2016/PN. Agm

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
3/Pid.Pra/2016/PN.Agm BM. HAFRIZAL, S.H., M. Si
PN. ARGAMAKMUR MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN KEJAKSAAN NEGERI
: MUKOMUKO
30 Juni 2016
TANGGAL PUTUSAN :
25 Juli 2016
""" AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK
HAKIM
TYAS LISTIANI, S.H., M.H.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon dan keluarganya belum mendapatkan surat
penetapan tersangka dari termohon.

2. Penetapan tersangka tidak didukung oleh bukti permulaan
yang cukup.

3. Tidak ada Laporan Hasil Audit dari BPK atau BPKP yang
menyatakan telah ada kerugian negara sehingga hanya asumsi
dari termohon.

4. Penetapan tersangka atas tendensius politik termohon.
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INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Fungsi praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal demi
penegakan hukum keadilan dan kebenaran sehingga proses acara
praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana pokok.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan
Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang larangan
Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, penetapan tersangka
termasuk wewenang praperadilan dan menilai aspek formilnya
yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak
memasuki materi pokok perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung
memunculkan norma baru dalam hukum acara khususnya
mengenai ruang lingkup praperadilan.

Untuk menguji tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang
sebagai tersangka tidak hanya dilihat dari kewenangan dan
prosedur saja tetapi harus dilihat pula dari syarat terpenuhinya
bukti permulaan.

Bahwa dalam proses penyidikan termohon telah mengeluarkan
surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, surat
panggilan, surat penunjukan penasihat hukum yang dikeluarkan
oleh termohon berkaitan dengan proses penyidikan terhadap
pemohon.

Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti berupa berita acara
pemeriksaan saksi 17 (tujuh belas) orang, pemeriksaan seorang
ahli dengan demikian tidak ada kesalahan prosedural dalam
pemeriksaan dan telah ada minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184
jo. 187 KUHAP.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah
memasuki materi pokok perkara :

- Apakah alat bukti tersebut sah atau tidak?.

- Apakah alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian?.
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39. Ringkasan Putusan No. 9/Pid. Prap/2016/PN. Dps

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
9/Pid.Prap/2016/PN Dps CARMINE SCIAUDONE
PN. DENPASAR MELAWAN

TANGGAL PERMOHONAN | KEPALA KANTOR IMIGRASI
: KELAS I DENPASAR
18 Juli 2016

TANGGAL PUTUSAN :
1 Agustus 2016
""" AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
I MADE PASEK, S.H ,M.H.,
INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Selama penyidikan tersangka tidak didampingi juru bahasa
sehingga tersangka tidak tahu akan hak-haknya dan perkara
yang dipersangkakan.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Dalam mempertimbangkan sah tidaknya penetapan tersangka
harus dilihat dari sisi dasar hukum kewenangan prosedur maupun
syarat-syaratnya sehingga ketersediaan berita acara pemeriksaan
tersangka bukanlah suatu ukuran untuk menyatakan penetapan
seseorang sebagai tersangka sah atau tidak.

Dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka termohon telah
melakukan serangkaian tindakan penyidikan antara lain dengan
mendengar keterangan saksi-saksi maka secara prosedural
penetapan tersangka atas diri pemohon telah memenuhi ketentuan
KUHAP jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.

Penetapan tersangka harus pula dipenuhi minimal dua alat bukti
sesuai Pasal 184 KUHAP ditambah alat bukti dalam Tindak Pidana
Keimigrasian yaitu dokumen informasi yang diucapkan,

128



dikirimkan dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang
serupa dengan itu dan keterangan tertulis dari pejabat imigrasi
yang berwenang sebagaimana Pasal 108 Undang-Undang No. 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Termohon telah mengumpulkan alat bukti berupa keterangan enam
orang saksi 16 Juni — 27 Juni 2016. Keterangan seorang ahli
tanggal 13 Juni 2016.

Alat bukti berupa foto-foto kegiatan pemohon yang tidak sesuai
dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal.

Termohon telah melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang
diduga dipergunakan atau yang mempunyai hubungan langsung
dengan tindak pidana dan penyitaan telah memperoleh ijin Ketua
Pengadilan Negeri.

Termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka
melanggar Pasal 122 Huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
dan telah pula mendengar keterangan pemohon sebagai tersangka,
dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka telah
didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184
KUHAP jo Pasal 108 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan telah
memenuhi syarat minimal dua alat bukti.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena
termasuk materi pokok perkara :

- Apakah alat bukti yang dikumpulkan termohon dapat
meyakinkan hakim bahwa tindak pidana itu benar-benar
terjadi?.

- Apakah benar pemohon yang bersalah melakukannya?.

- Apakah keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dapat
membuktikan sebaliknya?.
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40. Ringkasan Putusan No. 2/Pid. Prap/2016/PN. Pkl

PUTUSAN NO. PARA PIHAK

2/Pid.Prap/2016/PN.PKL ARIF ZAENURI

PN. PEKALONGAN MELAWAN

TANGGAL PERMOHONAN | £y k S A AN NEGERI KAJEN

19 Juli 2016

TANGGAL PUTUSAN :
8 Agustus 2016
""" AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
MOCH. ICHWANUDIN,
S.H., M.H.

INTI PERMOHONAN PEMOHON
1. Penetapan tersangka tidak berdasarkan dua alat bukti.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh
alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan
surat, sedangkan alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari
penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di persidangan.
Alat bukti keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa
di dalam persidangan sebagaimana diatur dalam 188 ayat (3)
KUHAP dan 189 ayat (1) KUHAP.

Termohon menerbitkan surat penetapan tersangka No: B-
1354/0.3.45/Fd.1/11/2015 tanggal 2 November 2015 atas nama
Arif Zaenuri (Pemohon). Sebelumnya termohon dalam
menetapkan tersangka telah didahuli tindakan penyelidikan dan
penyidikan.

Surat perintah penyelidikan tanggal 13 Mei 2015 dan ditingkatkan
ke tahap penyidikan dengan surat perintah penyidikan Kepala
Kejaksaan Negeri Kajen No: PRINT-116/0.3.4.5/Fd.1/07/2015
tanggal 29 Juli 2015.
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Termohon telah memperoleh hasil audit investigasi Tim Fakultas
Teknik Universitas Negeri Semarang berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober
2012 “bahwa penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan
BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi
melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa
membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK misal dengan
mengundang ahli atau meminta bahan dari inspektorat jenderal
atau badan yang punya tugas yang sama dengan itu dari masing-
masing pemerintah bahkan pihak lain yang dapat menunjukkan
kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara
dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Termohon telah mengumpulkan alat bukti dari keterangan dua
puluh orang saksi tanggal 4 Agustus 2015 dan 16 September 2015.
Termohon juga telah meminta keterangan ahli tanggal 28 Oktober
2015. Termohon telah melakukan penyitaan tiga puluh dokumen
tanggal 10 September 2015 dengan persetujuan penyitaan Wakil
Pengadilan Negeri Pekalongan berdasarkan Penetapan No:
392/Pen.Pid/2015/PN.Pkl tanggal 22 Oktober 2015 dengan
demikian termohon dalam menetapkan tersangka telah melakukan
penyidikan dan telah terdapat bukti permulaan yang cukup
berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai 184 ayat (1) KUHAP.

41. Ringkasan Putusan No. 111/Pid. Prap/2016/PN. JKT. Sel

PUTUSAN NO. PARA PIHAK

111/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel RYAN SEFTRIADI
PN. JAKARTA SELATAN MELAWAN

"] KOMISI PEMBERANTASAN
TANGGAL PERMOHONAN: KORUPSI

2 Agustus 2016

TANGGAL PUTUSAN :
29 Agustus 2016
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AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
RIYADI SUNINDYO
FLORENTINUS, SH.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Panitera pengganti bukanlah penyelenggara negara dan bukan
pejabat negara sehingga bukan kewenangan termohon untuk
melakukan penyidikan.

2. Waktu 30 (tiga puluh) hari belum lampau bagi pemohon untuk
melaporkan gratifikasi, namun justru dikenai operasi tangkap
tangan dan satu hari berikutnya ditetapkan sebagai tersangka
sehingga penetapan ini prematur.

3. Tidak ada dua alat bukti.

4. Pemohon tidak diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan
hukum atau pengacara oleh karena itu karena pemeriksaan tidak
didampingi penasihat hukum maka seluruh pemeriksaan batal
demi hukum.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Perkara praperadilan tidak gugur karena perkara pokok belum
disidangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Perma No. 4 Tahun 2016.

Anak tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk
tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP dan Pasal 79
KUHAP.

Praperadilan adalah quasi antara acara perdata dan acara pidana dan
subyek dan obyek praperadilan telah diatur secara jelas dalam Pasal
77 sampai dengan Pasal 83 dan Pasal 95 dan 96 KUHAP sehingga
permohonan pemohon tidak Obscuurlibel.

Panitera pengganti adalah pejabat yang berhak menandatangani berita
acara persidangan yang produknya menjadi dokumen negara maka
panitera pengganti mempunyai peran strategis sama dengan panitera
dan berkualifikasi sebagai penyelenggara sama halnya dengan
panitera sehingga mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang No. 30
Tahun 2002 huruf a termohon berwenang melakukan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan atas diri tersangka.

Bahwa berdasarkan bukti T1. Berupa surat perintah penyidikan
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tanggal 16 Januari 2016 dapat dibuktikan bahwa termohon melakukan
penyidikan atas tersangka. Termohon telah menyita barang bukti saat
operasi tangkap tangan. Termohon telah meminta keterangan terhadap
tersangka dan saki-saksi sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1
ayat (2) KUHAP jo Pasal 1 ayat (14) KUHAP yaitu memperoleh dua
alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena termasuk
materi pokok perkara :

- Apakah yang disangkakan terhadap tersangka adalah penyuapan
atau gratifikasi.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena bukan
kompetensi praperadilan :

- Mengenai tidak sahnya pemeriksaan sebelum dan setelah
ditetapkan sebagai tersangka karena tidak didampingi pengacara.
Obyek praperadilan sudah terinci dan sesuai dengan sifat Hukum
Acara Pidana harus dibaca sebagaimana yang tertulis secara
kontekstual dan harus bersifat strict, fixed, correct, pasti tidak
boleh disimpangi dan harus bersifat imperatif oleh karenanya ini
bukanlah objek praperadilan juga bukanlah kompetensi
praperadilan.

42. Ringkasan Putusan No. 4/Pid. Pra/2016/PN. YYK

PUTUSAN NO. PARA PIHAK
4/Pid.Pra/2016/PN YYK ADI PRANOTO, SE
PN. YOGYAKARTA MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN | 1 s TOR BALAI BESAR
28 November 2016 PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
TANGGAL PUTUSAN :
21 Desember 2016
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AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
HERIYENTI, SH.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Penetapan pemohon sebagai tersangka tidak didukung dua alat
bukti yang cukup.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan
mengadili melalui pranata praperadilan a quo dan bukan
Pengadilan Negeri Sleman karena hukum acara yang dipergunakan
dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah Hukum
Acara Perdata.

Hukum Acara Perdata menganut azas domisili tergugat (actor
sequitor forum rei) yaitu gugatan didaftarkan di mana alamat
(domisili tergugat), sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1)
Rbg., bahwa oleh karena Termohon beralamat di Jalan Tompeyan,
Tegalrejo, Yogyakarta, pada wilayah hukum Pengadilan Negeri
Yogyakarta maka yang berwenang memeriksa dan mengadili
permohonan Pemohon adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan
bukan berdasarkan tempat kejadian perkara (locus delicti) atau
kedudukan Pemohon yang berada di Kabupaten Sleman dan
Pengadilan Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili
permohonan in casu dan lagi pula posisi Termohon dalam perkara
a quo bukanlah sebagai tersangka/ terdakwa tetapi sebagai
Termohon, oleh karena itu beralasan menurut hukum eksepsi
Pemohon ini ditolak.

Bermula dari inspeksi mendadak yang dilakukan termohon pada
tanggal 29 Agustus 2016 yaitu melakukan pemeriksaan sarana
peyalur alat kesehatan yang diduga sebagai tempat distribusi
sediaan farmasi berupa obat keras yang didasarkan pada ketentuan
Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
ditemukan produk obat-obatan tanpa izin edar di Gudang PT.Cobra
Dental Indonesia, Jl.Magelang Km 5-6 No.33 Sinduadi, Mlati,
Sleman yang dipimpin oleh Pemohon.

Termohon telah memeriksa tiga orang saksi di tempat kejadian
perkara termasuk pemohon sebelum pemohon ditetapkan
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tersangka. Termohon telah meminta keterangan ahli tanggal 30
September 2016.

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa bukti T-
14 berupa Surat Perintah Penyitaan, bukti surat T-15 berupa Berita
Acara Penyitaan dan bukti surat T-16 berupa Tanda Terima Barang
Bukti tanggal 14 September 2016 ; dihubungkan dengan Surat
Penetapan Tersangka untuk Pemohon Adi Pranoto SE., tanggal 15
November 2016, sehingga terbukti bahwa penetapan Pemohon
sebagai tersangka dilakukan setelah ditemukan lebih dari dua alat
bukti.

B. Analisis Penafsiran Hakim dalam Praperadilan Penetapan Tersangka

Dari empat puluh dua putusan yang diteliti secara umum permohonan
praperadilan pengujian keabsahan penetapan tersangka selalu diikutsertakan
dengan permohonan pengujian sah tidaknya penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan. Hal ini karena para tersangka umumnya menyadari
bahwa batalnya suatu penetapan terhadap dirinya sebagai tersangka akan
membuat penetapan serta tindakan penyidik lainnya berdasarkan penetapan
tersangka tersebut menjadi batal.

Penetapan tersangka selain menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk
melakukan upaya paksa lainnya, juga merupakan kesempatan bagi tersangka
untuk membatalkan seluruh upaya paksa yang dideritanya melalui permohonan
praperadilan. Hal ini merupakan kesempatan bagi tersangka dan penasihat
hukumnnya untuk mengajukan permohonan pengujian penetapan tersangka
disertai dalil-dalil yang membuktikan bahwa tindakan penyidik dalam

menetapkan tersangka telah bertentangan dengan ketentuan hukum.
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Praktiknya berdasarkan putusan-putusan yang diteliti putusan hakim juga
dipengaruhi oleh dalil-dalil pemohon. Hakim bertindak pasif setelah
mendengarkan dalil pemohon dan sangkalan dari penyidik sehingga hanya
persoalan yang didalilkan oleh pemohon sajalah yang akan diperiksa oleh hakim
tunggal praperadilan. Hal lain yang juga sangat berpengaruh dalam pertimbangan
putusan praperadilan adalah penafsiran hukum oleh hakim itu sendiri. Hakim
yang sama cenderung memberikan pertimbangan yang sama menyangkut hal-hal
yang dapat membatalkan suatu penetapan tersangka sementara hakim yang
berbeda cenderung akan memberikan pertimbangan yang berbeda meskipun
terhadap kasus yang hampir sama.

Disparitas putusan hakim khususnya pada penafsiran hukum putusan
praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan tersangka tidak bisa
terhindarkan lagi. Secara garis besar disparitas yang terjadi dapat dijelaskan
menjadi dua yaitu disparitas putusan secara umum dan disparitas putusan secara
khusus. Secara umum berarti disparitas terjadi meskipun tidak mempengaruhi
hasil akhir putusan praperadilan dan tidak hanya spesifik terjadi pada perkara
praperadilan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka yaitu mengenai hukum
acara yang digunakan dalam praperadilan.

Tidak jelasnya hukum acara yang digunakan dalam praperadilan penetapan
tersangka menyebabkan disparitas dalam putusan hakim khususnya antara
Putusan No. 01/Para.Pid/2016/PN.Psb, Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan
Putusan No. 4/Pid.Pra/2016/PN YYK, Pengadilan Negeri Yogyakarta. Menurut

Putusan No. 01/Para.Pid/2016/PN.Psb hukum acara yang digunakan dalam
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praperadilan adalah Hukum Acara Pidana sehingga permohonan diajukan di
tempat kejadian perkara (locus delicti), sementara sebaliknya Putusan No.
4/Pid.Pra/2016/PN Y YK menyatakan bahwa hukum acara yang digunakan dalam
praperadilan adalah Hukum Acara Perdata sehingga menganut azas domisili
tergugat (actor sequitor forum rei) yaitu gugatan didaftarkan di mana alamat
domisili termohon, sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg bukan di
tempat kejadian perkara atau locus delicti.

Bentuk disparitas lainnya yang terjadi dalam pertimbangan putusan hakim
praperadilan yang memeriksa permohonan pengujian penetapan tersangka adalah
disparitas khusus yaitu disparitas putusan hakim yang terjadi khusus pada
praperadilan pengujian penetapan tersangka dan sifatnya mempengaruhi hasil
akhir putusan hakim.

Disparitas khusus ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama,
putusan-putusan hakim yang menafsirkan sah tidaknya penetapan tersangka
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014 dan KUHAP
baik secara ketat, maupun secara longgar, dan kedua adalah putusan hakim yang
menggunakan penafsiran hukum dalam pengujian penetapan tersangka namun

diluar yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014.

1. Penafsiran Hukum dalam Putusan Hakim berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014 dan KUHAP.
Mayoritas hakim dalam putusan-putusan yang diteliti berpendapat sah

tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka mengacu pada definisi
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penyidikan pada Pasal 1 butir ke-2 KUHAP yang menyatakan “penyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya”, serta definisi tersangka pada pasal 1 butir
ke-14 KUHAP yang menyatakan “tersangka adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga
sebagai pelaku tindak pidana”.

Berdasarkan definisi kedua pasal tersebut kemudian diperjelas kembali
oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang dalam
pertimbangannya menyatakan :

“frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti
yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17,
dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan
pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang
penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in
absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya
dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan
pemeriksaan calon tersangka.”

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHAP
serta pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

tersebut, mayoritas putusan hakim menyimpulkan ada tiga norma yang wajib

terkandung dalam suatu penetapan tersangka yaitu :

a. Norma Kewenangan bahwa penegak hukum yang melakukan tindakan

penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai
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tersangka haruslah berwenang berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

. Prosedural artinya sebelum melakukan penetapan tersangka harus
dipenuhi dahulu tindakan-tindakan yang diperlukan seperti melakukan
proses penyelidikan, penyidikan dan pengumpulan dua alat bukti
sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya.
Prosedural juga bermakna setiap surat yang dikeluarkan oleh aparat
penegak hukum dalam rangka penyidikan baik itu surat perintah
penyidikan, surat panggilan pemeriksaan saksi hingga berita acara
pemeriksaan haruslah bersifat resmi dan tidak bertentangan dengan

Hukum Acara Pidana.

Formal artinya syarat terpenuhinya dua alat bukti sesuai Pasal 184
KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya harus benar-
benar dilakukan pada proses penyidikan, bukan dalam proses
penyelidikan atau justru setelah penetapan tersangka karena penetapan
tersangka dasarnya harus terpenuhi dua alat bukti yang cukup maka
bukti-bukti harus ditemukan sebelum tersangka ditetapkan. Bukti-bukti
sebagai dasar penctapan tersangka haruslah benar-benar ada sesuai
Pasal 184 KUHAP sehingga dapat ditunjukkan aslinya pada saat

sidang praperadilan.
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Mengenai pemeriksaan calon tersangka menurut Hakim Wisnu
Kristiyanto, SH., MH* bahwa pada prinsipnya seluruh tindak pidana
dapat diperiksa tanpa keharusan pemeriksaan calon tersangka sebagai
saksi terlebih dahulu terutama dalam perkara korupsi dan delik-delik
KUHP sehingga pemberlakuan kewajiban pemeriksaan terhadap calon
tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-
XI1/2014 menjadi tidak imperatif, meskipun lebih baik bagi seorang
hakim untuk memeriksa bahwa tersangka pernah diperiksa sebelumnya

sebagai saksi sehingga telah diberi kesempatan guna pembelaannya.

Penerapan ketiga norma ini dalam praperadilan penetapan tersangka
masih terdapat disparitas yakni mengenai pemaknaan masing-masing norma
tersebut dalam prakteknya sebagai contoh dalam norma kewenangan terjadi
disparitas antara Putusan 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel dan Putusan
119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel bahwa putusan yang pertama menyatakan
bahwa Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak
berasal dari Instansi Kepolisian tidak berwenang melakukan tindakan
penyelidikan dan penyidikan sehingga penyidikan yang telah dilakukan
menjadi tidak sah, namun ternyata penafsiran hukum ini tidak diikuti oleh
putusan yang terakhir yang menyatakan bahwa hakim tidak wajib mengikuti
putusan terdahulu dan Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel bukanlah

penjelasan resmi Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi

% Wawancara dengan Hakim Wisnu Kristiyanto, SH., MH di Pengadilan Negeri Sleman yang
salah satu putusannya ikut diteliti dalam penelitian ini.
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Pemberantasan Korupsi sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
berhak mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri diluar penyelidik dan
penyidik dari Instansi Kepolisian yang ditugaskan pada KPK.

Disparitas juga terjadi pada pemaknaan norma formal yaitu mengenai
tersedianya dua alat bukti, namun tanpa disertai pemeriksaan terhadap calon
tersangka bahkan pemeriksaan calon tersangka sering diganti pengertiannya
dengan “telah pernah diperiksa sebagai tersangka” yang sangat berbeda dan
bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-
XII/2014 mengingat bukanlah tindakan penyidik yang dilakukan sebelum
penetapan yang dapat mempengaruhi sahnya suatu penetapan tersangka
contoh antara Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN Mjn dan Putusan No.
3/Pid.Pra/2015/PN Kla.

Pada norma prosedural terdapat pula disparitas antara putusan hakim
yang mempertimbangkan telah dilakukannya penyelidikan dan penyidikan
secara formal dengan putusan-putusan yang menelitinya secara teliti
mengenai tanggal-tanggal dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.

Hal ini karena pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti
harus dilakukan saat penyidikan bukan sebelum maupun setelah penyidikan
atau setelah tersangka ditetapkan, disamping itu tindakan penetapan
tersangka harus dilakukan setelah melalui proses penyidikan tidak sebelum
atau bertepatan dengan Surat Perintah Penyidikan sebagai tanda dimulainya
penyidikan, sebagai contoh : Putusan No. 5/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, dan

Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
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Masih terdapatnya putusan-putusan yang hanya mempertimbangkan telah
dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tentunya berbanding terbalik
dengan putusan yang menelitinya lebih detail mengenai kapan penyelidikan
dan penyidikan dilakukan serta kapan bukti-bukti dikumpulkan.

Adanya disparitas penafsiran hukum hakim dalam pertimbangan putusan
praperadilan mengenai pemaknaan terhadap ketiga norma yakni, Norma
Kewenangan, Prosedural dan Formal secara ketat dengan putusan-putusan
hakim lainnya yang hanya memaknainya secara longgar atau hanya
mengambil salah satu norma saja sebagai dasar pertimbangannya tentunya

menyebabkan hasil akhir putusan yang berbeda.

2. Penafsiran Hukum dalam Putusan Hakim Diluar yang Ditentukan
oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014
Disamping putusan hakim yang memutuskan berdasarkan penafsiran
hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014 dan
KUHAP juga terdapat penafsiran hukum lain oleh hakim dalam putusan
praperadilan pengujian penetapan tersangka di luar yang ditentukan oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 bentuk penafsiran

hukum tersebut diantaranya :

a. Penolakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014
Dari 42 putusan yang diteliti hanya satu putusan yang menolak

perluasan obyek kewenangan praperadilan yaitu pemeriksaan terhadap
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sah tidaknya penetapan tersangka putusan tersebut adalah Putusan No.
1/Pid.Prap/2015/PN.Bta, Pengadilan Negeri Baturaja. = Menurut
pertimbangan putusan ini KUHAP telah mengatur secara limitatif
tindakan hukum apa saja yang dapat diuji pada praperadilan dan tidak
termasuk penetapan tersangka. Putusan ini sekaligus menolak amar
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014 untuk menguji

permohonan pengujian penetapan tersangka di ranah praperadilan.

b. Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-X11/2014

Terdapat disparitas dalam putusan praperadilan yang menerapkan
Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014
sebagai dasar penolakan pengujian penetapan tersangka. Putusan tersebut
adalah Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, dan Putusan No.
3/Pid.Prap/2015/PN.Kfm yang inti pertimbangan putusannya sama yaitu
penetapan tersangka telah dilakukan penyidik pada tanggal 21 Mei 2014
sementara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 baru
diputus final dan mengikat pada tanggal 28 April 2015 sehingga tidak
dapat diberlakukan surut dan permohonan praperadilan pengujian
penetapan tersangka ditolak.

Berbeda dengan pertimbangan kedua putusan tersebut tiga putusan
berikutnya dari pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri
Kefamenanu  justru = memutuskan  sebaliknya.  Putusan  No.

2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, Putusan No. 4/Pid.Prap/2015/PN.Kfm dan
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Putusan No. 5/Pid.Prap/2015/PN.Kfm justru mengabulkan permohonan
pemeriksaan pengujian penetapan tersangka berdasarkan amar Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 meskipun tanggal
penetapan tersangka pada masing-masing putusan tersebut satu tahun
sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-

XI1/2014 atau sebelum tanggal 28 April 2015.

c. Perkara telah Nebis In Idem

Hanya satu putusan yang mengabulkan permohonan pemohon
mengenai tidak sahnya penetapan tersangka karena perkara telah Nebis In
Idem yakni Putusan No. 11/PRAPER/2016/PN.SBY karena sebelumnya
pemohon telah diputus berdasarkan putusan inkracht dan telah
mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga penyidikan kedua
kalinya atas perkara yang sama dinyatakan Nebis In Idem berdasarkan
fakta pencucian uang yang telah diketahui pada perkara sebelumnya
tetapi tidak dilakukan penuntutan dan hanya menuntut tindak pidana
korupsinya saja.

Menurut Hakim Wisnu Kristiyanto, SH., MH memutuskan bahwa
suatu perkara telah Nebis In Idem pada saat pemeriksaan praperadilan
adalah sangat tidak tepat karena berarti telah memeriksa materi pokok
perkara sehingga lebih tepat putusan Nebis In Idem di putus saat pokok

perkaranya disidangkan.
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d. Perkara telah Daluwarsa

Putusan No. 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel mengabulkan permohonan
pemohon bahwa penetapan tersangka tidak sah karena bukti surat yang
digunakan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka yang diduga
menggunakan surat palsu ternyata kewenangan menuntut pidananya
hapus karena daluwarsa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Ke 3 KUHP jo.
Pasal 79 Ke 1 KUHP.

Hakim Heriyenti, SH*” tidak sependapat jika daluwarsa diputuskan
pada saat pemeriksaan praperadilan karena telah ikut memeriksa kualitas
alat bukti surat yang digunakan sebagai dua alat bukti untuk menetapkan

seseorang sebagai tersangka.

e. Perma No. 1 Tahun 1956.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 Pasal 1, menyatakan
apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu
perkara perdata adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang
suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan
perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk meminta suatu putusan
pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak
adanya hak perdata itu. Putusan No. 11/Pra.Per/2015/PN.Jkt. Ut
memutuskan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka prematur

karena ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah antara pemohon

%7 Wawancara dengan Hakim Heriyenti, SH. di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang salah satu
putusannya ikut diteliti dalam penelitian ini.
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dengan pelapor, yang mana tanah tersebut belum jelas siapa yang

memiliki berdasarkan putusan pengadilan.

f. Mempertimbangkan Unsur Pokok Pasal.

Hanya satu putusan yang ikut mempertimbangkan penerapan suatu
pasal dalam penetapan seorang tersangka yaitu Putusan No.
1/Pid.Prap/2016/PN.Bms. Putusan ini menyatakan surat perintah
penyidikan dan surat penetapan tersangka tidak sah, tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat karena melanggar Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga bila terbukti
ada penyimpangan administratif maka diserahkan kepada APIP (Aparat
Pengawas Internal Pemerintah) dan bila terbukti ada penyimpangan
pidana maka proses diserahkan kepada aparat penegak hukum
sebagaimana Pasal 385 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Putusan ini Hukum Pidana dipandang sebagai Ultimum
Remidium dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum apabila
suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur lain hendaklah jalan
tersebut terlebih dahulu dilalui yakni penyelesaian secara kekeluargaan,
negosiasi, mediasi perdata, ataupun Hukum Administrasi.

Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN.Bms ini merupakan putusan yang

paling bertentangan dengan putusan-putusan lainnya, disaat mayoritas
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putusan menolak permohonan pemeriksaan terhadap materi pokok
perkara namun putusan ini justru memasuki penafsiran hukum dalam

penerapan pasal yang diterapkan terhadap tersangka.

Disamping disparitas, penafsiran hukum putusan hakim praperadilan ternyata
juga menunjukkan keseragaman apabila menyangkut hal-hal yang bukan obyek
praperadilan. Pada umumnya permohonan untuk turut menguji kondisi-kondisi
tersebut telah ditolak dalam mayoritas putusan hakim karena dipandang bukanlah
merupakan obyek kewenangan yang dapat diperiksa dalam ranah praperadilan
atau dengan kata lain persoalan tersebut tidak mempengaruhi sah atau batalnya
suatu penetapan tersangka yang telah dilakukan. Beberapa persoalan yang sering
ditolak untuk ikut diperiksa dalam praperadilan penetapan tersangka tersebut

adalah :

1. Materi pokok perkara yaitu menyangkut unsur-unsur pasal pidana yang
dituduhkan kepada tersangka, atau menyangkut pembuktian materiil

terhadap suatu perkara pidana tersebut.

2. Lamanya status tersangka, terutama dari putusan yang diteliti bervariasi
antara 1 (satu) hingga 4 (empat) tahun namun tidak satupun dari putusan-
putusan tersebut yang mempertimbangkan bahwa pelanggaran hak
tersangka untuk segera diperiksa dan perkaranya dimajukan ke

pengadilan dapat membatalkan suatu penetapan tersangka.
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3. Kesalahan surat menyurat yang tidak substansial mengganggu jalannya

pemeriksaan tersangka.

C. Pedoman bagi Hakim yang Memeriksa Perkara Praperadilan Penetapan

Tersangka

Masih terjadinya disparitas putusan hakim dalam putusan praperadilan yang
memeriksa pengujian penetapan tersangka menandakan perlunya pedoman lebih
lanjut bagi hakim guna dijadikan pegangan para hakim dalam memeriksa perkara
praperadilan pengujian penetapan tersangka. Menurut Hakim Wisnu Kristiyanto,
SH., MH perkembangan hukum dalam gugatan praperadilan telah terjadi dimana
pelanggaran HAM dijadikan pintu masuk bagi para tersangka dalam menggugat
suatu penetapan tersangka sechingga tidak terbatas pada dua alat bukti dan
pemeriksaan calon tersangkanya, oleh karena itu butuh pedoman lagi bagi hakim
agar memiliki parameter yang pasti dalam pemeriksaan praperadilan penetapan
tersangka. Lebih lanjut menurutnya, masih banyak hal-hal yang perlu pengaturan
lebih lanjut seperti hukum acara bagi pemeriksaan praperadilan, kejelasan
mengenai syarat-syarat penyidik dan penyidik pegawai negeri sipil yang berhak
melakukan penyidikan, serta batas waktu bagi seseorang yang ditetapkan sebagai
tersangka agar segera dimajukan ke persidangan.

Menurut Hakim Heriyenti, SH pengaturan mengenai praperadilan penetapan
tersangka yang masih terpecah seperti saat ini di KUHAP dan di Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014 menyulitkan hakim dalam mencari
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aturannya, sehingga perlu adanya aturan baru yang lebih lengkap disatukan di
dalam Hukum Acara Pidana yang akan datang.

Penulis sendiri sependapat dengan pendapat tersebut berdasarkan penelitian
dari 42 (empat puluh dua) putusan hakim ternyata masih terjadi disparitas dalam
putusan hakim yang disebabkan kekurangjelasan aturan menyangkut praperadilan
penetapan tersangka. Para hakim telah mencoba mengisi aturan yang kurang jelas
tersebut dengan cara melakukan penafsiran hukum terhadap KUHAP dan Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014 akan tetapi, sebagaimana pendapat
Tjandra Sridjaja Pradjonggo, bukan tidak mungkin akibat perbedaan pengetahuan,
kemampuan atau pengalaman hakim mengakibatkan timbulnya pertimbangan-
pertimbangan hukum dan akhirnya melahirkan putusan hakim yang berbeda
dalam kasus yang hampir sama karena interpretasi yang digunakan hakim
berbeda®®.

Menurut penulis setidak-tidaknya perlu pengaturan kembali terkait
praperadilan penetapan tersangka pada Hukum Acara Pidana yang akan datang
terutama mengenai hukum acara yang jelas yang digunakan dalam pemeriksaan
praperadilan, serta parameter yang pasti mengenai suatu penetapan tersangka yang
dilakukan oleh penyidik yang sah. Hal-hal lain yang belum diatur dan merupakan
pelanggaran atas hak-hak tersangka juga perlu dirumuskan apakah pelanggaran
tersebut dapat berdampak pada batalnya suatu penetapan tersangka seperti

penggantungan status tersangka yang terlalu lama hingga bertahun-tahun atau

% Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Cetakan
Pertama, (Surabaya : Jakarta Lawyer Club, 2010), hlm. 42.
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terhadap tersangka yang tidak memperoleh bantuan hukum saat dilakukan

pemeriksaan.
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